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Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan 
Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 
2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro)”. 
Penelitian ini dilakukan guna untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yaitu : 
pertama, bagaimana Tinjauan Yuridis pada kekosongan jabatan perangkat desa 
menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 ? kedua, bagaimana Tinjauan 
Fiqh Siyasah pada kekosongan jabatan perangkat desa menurut Perda Bojonegoro 
Nomor 4 Tahun 2019 ?  
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 
yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif dan menggunakan teknik 
pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dianalisa 
menggunakan hukum islam yakni fiqh siyasah dusturiyah khususnya dalam konsep 
Wizarah/Wazir dan Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwasanya 
kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang 
Kabupaten Bojonegoro yakni Sekretaris Desa sejak tahun 2017 dan Kepala Dusun 
sejak tahun 2019 belum sesuai dengan Perda Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 
tentang Perangkat Desa. Disebutkan bahwa pengisian jabatan Perangkat Desa 
yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan 
berhenti. Namun realita yang terjadi di Desa Pajeng jabatan Perangkat Desa yang 
kosong dibiarkan saja sampai dengan saat ini. Jika ditinjau dalam Fiqh Siyasah 
konsep Imarah memiliki korelasi dengan Perangkat Desa. Dimana Keberadaan 
Amir  begitu penting dalam membantu khalifah menindaklanjuti perintahnya dan 
untuk mengatur urusan administrasi. Sehingga apabila terjadi kekosongan jabatan 
perangkat desa harus segera dilakukan pengisian untuk membantu kelancaran roda 
pemerintahan. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, Kepala Desa Pajeng diharapkan lebih 
tegas dalam mengambil kebijakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat 
desa. 
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A. Latar Belakang 
Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwasanya: Negara 
Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang mana Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah 
Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap tiap-tiap Provinsi, 
Kebupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur 
dengan Undang-Undang.1  
Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahanya 
membagi kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam bentuk 
Pemerintahan Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Desa. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan 
bahwasanya :  
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenanng untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.2 
 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-
usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa 
ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.3 
 Desa termasuk dari sebuah satuan pemerintah yang diberi hak 
otonomi, sehingga desa merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu 
sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan 
 
1 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 243. 
2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa 
3 Amin Suprihartini, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, (Klaten: CEMPAKA PUTIH, 2018), 19. 
 
































mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Kedudukan 
desa yakni sebagai alat untuk mencapai pembangunan nasional, yang mana 
desa menjadi agen pemerintahan terdepan yang mampu menjangkau 
kelompok sasaran riil yang akan disejahterakan dan sebagai lembaga yang 
memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.4  
 Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah cukup luas, salah 
satu ciri khas bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, 
bahasa, pakaian, budaya, dan sebagainya. Dengan terdapat keanekaragaman 
dalam kesatuan masyarakat terendah seperti halnya, Desa di Jawa dan 
Madura, Gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagarai di Minangkabau, 
Dusun/Marga di Sumatera Selatan, dan Suku di beberapa daerah Kalimantan.5 
 Menurut Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim dalam makna hukum 
tata negara istilah “desa” tidaklah dipakai untuk menunjukan bahwa terdapat 
keseragaman, atau kesatuan pendapat, melainkan pengertian desa di Jawa dan 
Madura sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah “desa” dipakai karena 
untuk kesatuan masyarakat yang terendah dan istilah “desa” telah menjadi 
istilah hukum.6 
 Sedangkan menurut Soetardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu 
kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 
mengadakan pemerintahan sendiri. Dan adapun menurut pendapat Hazairin 
Desa di Jawa dan Madura, Nagarai di Minangkabau sebagai masyarakat adat, 
yakni masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan 
yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, 
yang mana mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan 
 
4 Hanif Nusrcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 
2011), 1. 
5 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 276. 
6 Ibid.,277. 
 
































lingkungan hidup  berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua 
anggotanya.7 
 Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang keberadaanya 
desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa, desa memiliki struktur 
kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat 
yang bersangkutan. Dengan terbentuknya masyarakat maka secara otomatis 
pula terbentuknya sebuah pemerintahan yang dapat mengatur serta memimpin 
masyarakat tersebut, dimana Pemerintahan di suatu desa yang disebut dengan 
Pemerintahan Desa.8 
 Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa 
dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan 
untuk menata dan mengurus setiap hal yang berhubungan dengan desa.9  
 Sejak era otonomi daerah, Pemerintah Desa mempunyai hak otonom 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanya. Oleh karena itu, program 
kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa antara satu dengan yang 
lainya tidaklah sama. Semua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap 
desa. Namun demikian, setiap desa mempunyai wewenang  yang sama  dalam 
urusan pemerintahan.10 
Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni 
sebagai berikut: 
1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul; 
2. Kewenangan lokal berskala Desa; 
 
7 Ibid.,278. 
8 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 160. 
9 Indriana F, Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan, (LOKA AKSARA: Tangerang, 2017), 20. 
10 Ibid.,21. 
 
































3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai denga ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Penyelenggara urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa (Kepala Desa berserta perangkatnya) dan Badan 
Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggara pemerintahan desa, 
pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga yang disebut Lembaga 
Kemasyarakatan Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana 
teknis lapangan, dan Pelaksana kewilayahan. Jumlah Perangkat Desa 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat. Jadi, perangkat desa pada setiap desa belum tentu sama.11 
Perangkat Desa atau Perangkat Kelurahan merupakan pegawai pejabat 
pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 
membantu Kepala Desa atau Lurah dalam melaksanakan tugasnya. Tugas 
memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan Perangkat Desa 
harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh 
karena itu Perangkat Desa dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan 
serta membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya 
melayani masyarakat.12 
Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta 
diberikan tugas dan fungsi untuk membantu tugas dan fungsi Kepala Desa. 
Jika dilihat dari tugas dan fungsi Kepala Desa yang begitu luas, posisi 
Perangkat Desa merupakan posisi yang sangat strategis. Jika tanpa diisi 
dengan pejabat fungsi-fungsi jabatan pemerintahan tidak mungkin bisa 
dijalankan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan perangkat desa tidak 
 
11 Sugiman, “Pemerintahan Desa”, Binamulia Hukum, Vol. 7. No. 1 (Juli, 2018), 83. 
12 Munif Rochmawanto, “Sekretaris Desa dalam Pemerintahan Desa”, Jurnal independent, Vol. 2. 
(Januari, 2011), 46. 
 
































hanya sekali dilakukan namun dilaksanakan secara berkala dan telah diatur 
didalam Undang-Undang, hal ini guna untuk menunjang fungsi pemerintahan 
desa berjalan dengan baik dan semestinya.13 
Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa menyebutkan bahwasanya Perangkat Desa terdiri atas : 
1. Sekretaris Desa; 
2. Pelaksana kewilayahan; dan 
3. Pelaksana teknis. 
Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah 
memenuhi persayaratan umum dan khusus, dalam melaksanakan tugasnya 
perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang 
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, persayaratan umum yang 
dimaksud yakni sebagai berikut14 : 
1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; 
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; 
3. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 
Sedangkan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud yakni 
persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan 
nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah. 
Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda 
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, menyebutkan bahwasanya15 
Perangkat Desa berhenti karena : 
1. Meninggal dunia 
 
13 Ahmad Taufiq, “Implementasi PERDA Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat 
Desa di Desa Balen Kabupaten Bojonegoro”,Jian, Vol. 2. No. 2 (Agustus, 2018), 29. 
14 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 
15 Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 
 
































2. Permintaan sendiri; dan 
3. Diberhentikan 
Dijelaskan pula terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh 
Pemerintah Desa apabila terjadi kekosongan jabatan yakni sebagai berikut16: 
1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas 
Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang 
dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia. 
2. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Desa 
dengan surat perintah tugas yang tembusanya disampaikan kepada 
Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal penugasan. 
3. Pengisian Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak 
Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. 
4. Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dilakukan 
dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah 
Desa dan penjaringan serta penyaringan calon Perangkat Desa. 
5. Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dikonsultasikan terlebih 
dahulu dengan Camat. 
Kekosongan jabatan Perangkat Desa seakan-akan dianggap sebuah hal 
sepele dan terkesan berlarut-larut begitu saja tanpa adanya proses pergantian 
oleh pemegang kewenangan yakni Kepala Desa, seperti yang terjadi di Desa 
Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Terdapat dua jabatan 
perangkat desa yang mengalami kekosongan yakni  jabatan sekretaris desa dan 
kepala dusun. 
Kekosongan jabatan Sekretaris Desa terjadi pasca meninggalnya 
Bapak Karnadi pada tanggal 12 Juli 2018 selaku Sekretaris Desa pada saat itu, 
karena meninggalnya Sekretaris Desa tersebut maka secara langsung 
 
16 Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa 
 
































dinyatakan berhenti dan otomotis jabatan Sekretaris Desa mengalami 
kekosongan. Kepala Desa memiliki wewenang menunjuk Perangkat Desa 
yang lain sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa selama jabatan Sekretaris 
Desa masih kosong agar kegiatan pelayanan masyarakat berjalan dengan 
lancar dan tidak ada masalah. Seharusnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya 
kekosongan jabatan tersebut, kepala desa melakukan penjaringan atau mutasi 
jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa namun sampai 
dengan saat ini belum juga dilaksanakan.17 
Sedangkan kekosongan jabatan Kepala Dusun Bulu Jiwo terjadi pasca 
purna tugasnya Bapak Nyoto pada tanggal 24 juli 2017, karena telah purna 
tugas tersebut maka jabatan Kepala Dusun Bulu Jiwo dinyatakan berhenti dan 
otomatis mengalami kekosongan. Dan sampai saat ini Kepala Desa belum 
melakukan pengisian terhadap kekosongan jabatan Kepala Dusun Bulu Jiwo 
tersebut. 
Kerena tidak segera dilakukannya pengisian terhadap kekosongan 
jabatan Perangkat Desa tersebut selama bertahun-tahun, menjadikan tidak 
maksimalnya pemerintahan desa dalam menjalankan pelayanan masyarakat. 
Seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 
2019 tersebut menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam pengisian jabatan 
Perangkat Desa apabila mengalami kekosongan.  Karena peran dan fungsi 
Perangkat Desa sangat penting dalam pemerintahan desa.  
Dalam hukum islam terdapat pembahasan mengenai Fiqh Siyasah, 
secara harfiah as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, 
pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan,dan perekayasaan. Sedangkan 
berdasarkan istilah siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia 
lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun 
Rasullulah tidak menetapkanya dan (bahkan) Allah SWT, tidak 
menentukanya. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh 
 
17 Dedy Kristiawan (PLT Sekretaris Desa pajeng), Wawancara, Bojonegoro, 15 Maret 2021. 
 
































siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.18 
Dalam objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan 
antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara 
dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga 
negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan 
yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.19 
Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie ruang lingkup fiqh siyasah dibagai 
pada delapan bidang, yakni sebagai berikut20 : 
1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
undangan). 
2. Siyasah Tasri’iyah Syar’iyyah (Politik Hukum). 
3. Siyasah Qadla’iyah Syar’iyyah (Politik Peradilan). 
4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 
5. Siyasah Idariyah Syar’iyyah (Politik Administrasi Negara). 
6. Siyasah Dauliyyah Syar’iyyah (Politik Hubungan Internasional). 
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
undangan). 
8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Peperangan). 
Contoh lain dari pembagian fiqh siyasah dilihat dari kurikulum 
fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah kedalam empat bidang, yaitu21 : 
1. Fiqh Siyasah Dusturiyyah 
2. Fiqh Siyasah Maliyyah 
 
18 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: KENCANA, 
2016), 4. 
19 Ibid.,5. 
20 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 
(Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 30. 
21 Ibid, 31. 
 
































3. Fiqh Siyasah Dauliyyah 
4. Fiqh Siyasah Harbiyyah 
Dimana penelitian ini lebih mengarah kepada kajian Fiqh Siyasah 
Dusturiyyah. Yang mana Fiqh Siyasah Dusturiyyah mempunyai arti yaitu 
mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu  
dengan warga  negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas 
administratif suatu negara. 
Pada saat kekuasaan khilafah islam, negeri dibagi dalam beberapa daerah 
administratif yang disebut wilayah (daerah provinsi). Setiap wilayah dibagi 
lagi dalam beberapa daerah administratif yang disebut imalah (daerah 
kabupaten). Setiap orang yang memimpin wilayah disebut wali dan orang 
yang memimpin imalah disebut amil atau hakim. Setiap imarah dibagi dalam 
beberapa bagian administratif yang disebut qashabah (kota atau kecamatan). 
Setiap qashabah dibagi dalam beberapa bagian kecil yang disebut hayyu 
(dusun, desa, atau kampung). Orang yang mengurusi qashabah atau hayyu 
disebut dengan mudir (pengelola), yang tugasnya hanya menjalankan hal-hal 
yang berkaitan dengan administrasi. 
Dalam konsep ketatanegaraan islam dikenal dengan kekuasaan imarah. 
imarah dijabat oleh seseorang yang disebut amir. Kata amir diturunkan dari 
kata amira yang berarti amir. Karena itu, amir disini bermakana pemimpin. 
Penelitian ini mengulas lebih dalam mengenai tugas, peranan dan kewenangan 
amir dalam mengelola kekuasaan dan urusan administrasi lainnya. 
Dalam teks-teks hadis Nabi banyak digunakan kata amir. Bentuk amir 
disebut di dalam hadis tidak kurang dari 40 kali, dan bentuk umara kurang 
lebih 24 kali. Bila diperhatikan secara cermat, hadis-hadis tersebut 
menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat 
dan pemimpin benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. 
Peraturan yang telah dibentuk seharusnya dilaksankan atau 
diemplementasikan apabila tejadi kekosongan jabatan perangkat desa di Desa 
 
































Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Mekanisme atau 
prosedur apabila terjadi kekosongan jabatan haruslah sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. Tidak boleh ada praktik yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah 
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. Namun realitanya masih terdapat 
penyimpangan aturan yang terjadi yaitu mengenai kekosongan jabatan 
perangkat desa. Kekosongan jabatan yang dibolehkan didalam undang-undang 
ialah 2 bulan sejak terjadinya kekosongan haruslah ditunjuk perangkat desa 
baru, akan tetapi pada kenyataanya masih ditemukan permasalahan terkait 
kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang 
Kabupaten Bojonegoro. 
Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik melakukan 
penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh 
Siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat desa menurut Perda 
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang 
Kabupaten Bojonegoro. 
B.  Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka timbulah beberapa 
identifikasi masalah, yakni sebagai berikut : 
a. Adanya Kekosongan jabatan Perangkat Desa menurut Peraturan Daerah 
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. 
b. Kewenangan Kepala Desa apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat 
Desa menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. 
c. Masa Jabatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa menurut Peraturan 
Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. 
d. Timbulnya permasalahan yang terjadi dalam Masyarakat Desa karena 
kosongnya jabatan Perangkat Desa. 
e. Tinjaun Fiqh Siyasah terhadap kekosongan Jabatan Perangkat Desa. 
 
































2. Batasan Masalah 
Dari identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, untuk 
menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 
membatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni sebagai berikut : 
a. Tinjauan Yuridis terhadap kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa 
Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro; dan 
b. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat Desa di 
Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang 
dicantumkan diatas, maka timbulah rumusan masalah yakni sebagai berikut : 
1. Bagaimana kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 
Tahun 2019 ? 
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat 
Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Menurut 
Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 ? 
 
D.  Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau 
penelitian karya tulis ilmiah sebelumnya sudah dilakukan penelitian seputar 
pokok permasalahan yang akan diteliti. Guna untuk memperjelas bahwa 
penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan 
atau duplikasi penelitian yang pernah ada.22  
Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 
terdahulu yakni sebagai berikut : 
 
22 Fakultas Syari’ah Uin Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8. 
 
































1. Skripsi yang ditulis oleh Dicky Adi Setya Nugraha, Program Studi Hukum 
Tatanegara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 
yang berjudul “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU 
NO.6 tahun 2014 tentang Desa dan Fiqh Siyasah (Studi Di Desa 
Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)”. Skripsi 
ini membahas tentang bagaimana pengisian kekosongan jabatan perangkat 
Desa di Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten 
Lamongan serta kekosongan jabatan jabatan Perangkat Desa di Desa 
tersebut yang fokus pada Jabatan Sekretaris Desa.23 “ Perbedaan dengan 
penelitian yang saya angkat yakni pada objek penelitian yang mana 
sebelumnya hanya terkait kekosongan jabatan sekretaris desa namun 
penelitian saya yakni kekosongan jabatan sekretaris desa dan kepala dusun, 
serta mekanisme pengangkatan perangkat desa yang baru  menurut Perda 
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 dan studi kasus yang berbeda, dimana 
penelitian yang saya lakukan yaitu di desa pajeng kecamatan gondang 
kabupaten bojonegoro. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Sandi Sainur Rahman, Program Studi Ilmu 
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, yang berjudul “Wewenang 
Kepala Desa dalam mengangangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”. 
Skripsi ini menjelaskan terkait prosedur pengangakatan dan pemberhentian 
Perangkat Desa serta apa saja pertimbangan Kepala Desa dalam 
meengangkat dan memberhentikan Peranglat Desa.24 Sedangkan dalam 
penelitian yang saya angkat yakni kekosongan sekretaris desa dan kepala 
dusun, serta mekanisme pengangkatan perangkat desa menurut Perda 
Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Daimatun Maslahatul Ummah, Program studi 
Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan 
 
23 Dicky Adi Setya Nugraha, Skripsi, (Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU 
NO.6 tahun 2014 tentang Desa dan Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Pandowokumpul Kecamatan 
Sukorame Kabupaten Lamongan), (Skripsi [--] Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020). 
24 Sandi Sainur Rahman, Skripsi, (Wewenang Kepala Desa dalam mengangangkat dan 
memberhentikan Perangkat Desa), (Skripsi [--] Universitas Jember, 2020). 
 
































Ampel Surabaya, yang berjudul “Mekanisme Seleksi Perangkat Desa 
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA 
No. 28 P/HUM/2018 Ditinjau dari Fiqh Siyasah (studi kasus di desa 
Kunjang, kecamatan Kunjang, kabupaten Kediri)”. Skripsi ini menjelaskan 
terkait mekanisme seleksi perangkat Desa di Desa Kunjang Kecamatan 
Kunjang Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 
2018, serta apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaanya tersebut.25 Sedangkan dalam penelitian yang saya angkat 
yakni kekosongan sekretaris desa dan kepala dusun, serta mekanisme 
pengangkatan perangkat desa menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 tahun 
2019. 
E.  Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui tinjauan Yuridis terhadap kekosongan jabatan 
perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten 
Bojonegoro. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan 
perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten 
Bojonegoro. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Adapun kegunaan hasil penelitian ini yakni sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dalam bidang Hukum Tatanegara, khususnya memahami 
dalam hal yakni sebagai berikut : 
 
25 Daimatun Maslahatun Ummah, Skripsi, (Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 Ditinjau dari Fiqh 
Siyasah (studi kasus di desa Kunjang, kecamatan Kunjang, kabupaten Kediri)), (Skripsi [--] 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020) 
 
































a. Tinjauan Yuridis terhadap kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa 
Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
b. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat Desa di 
Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi kerangka dan rujukan 
bagi penulisan-penulisan setelahnya, dan diharap dapat memberikan 
pengetahuan kepada pembaca tentang kekosongan jabatan perangkat Desa 
berdasarkan Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. 
 
G. Definisi Operasional 
1. Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal beserta ruang 
lingkup pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk 
hukum, peraturan hingga kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 
yang sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat. Dalam peneletian ini menggunakan siyasah dusturiyah 
yakni hubungan antara pemimpin dengan masyarakat. Yang mana 
menggunakan konsep Imarah. 26 
2. Kekosongan jabatan Perangkat Desa merupakan suatu kondisi dimana 
Perangkat Desa sebelumnya telah berhenti karena 3 (tiga) hal, yaitu 
meninggal dunia, permintaan sendiri, serta diberhentikan. Namun selama 
kurung waktu 2 (dua) bulan tidak adanya pengisian perangkat desa baru.27 
3. Perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat 
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan.28 
 
26 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 25. 
27 Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 
28 Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 
Tentang Perangkat Desa 
 
































4. Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan 
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 merupakan peraturan yang 
dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 
Bupati/atau Walikota Tentang Perangkat Desa. Peraturan ini menjelaskan 
tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. 
 
H.  Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang tepat dalam melakukan sesuatu 
menggunakan pemikiran secara mendalam dalam sebuah penelitian untuk 
mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian itu sendiri merupakan suatu 
kegiatan untuk mencari, mencatat, serta merumuskan sesuatu yang akan 
diteliti.29 Penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian yuridis empiris, 
yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti atau menjelaskan 
tentang kaidah atau norma hukum yang digunakan untuk mendapatkan 
kebenaran berdasarkan apa yang terjadi dilapangan serta apa yang telah 
tejadi dalam kenyataan masyarakat.30 Menggunakan objek penelitian yang 
berkaitan dengan kekosongan Perangkat Desa di Desa Pejeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
2. Data yang dikumpulkan 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti guna untuk 
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. yakni sebagai berikut : 
a. Data mengenai kekosongan jabatan Perangkat Desa di Desa Pejeng 
Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah 
Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 
b. Data mengenai tinjaun Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan 
Perangkat Desa meliputi Siyasah Dusturiyah dan Konsep Imarah dalam 
Pemerintahan Islam. 
 
29 Chalid Nurboko, Metode Penelitian (Jakarta: Aksara, 1997), 1. 
30 Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113. 
 
































3. Sumber Data  
Sumber data yaitu sumber darimana data itu digali untuk 
melakukan penelitian karena tujuan utama untuk penelitian ini yakni agar 
mendapatkan data penelitian. Adapun dua jenis sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yakni sebagai 
berikut31 : 
a. Data primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 
atau sumber aslinya melalui teknik pengambilan data yang dapat berupa 
interview, observasi, dan teknik lain yang memungkinkan untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan 
penelitian ini.32 Dimana data ini diperoleh dari Pemerintah dan 
Pemerintahan Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten 
Bojonegoro berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian ini yang meliputi : 
1) Data mengenai kekosongan jabatan Perangkat Desa Pajeng 
Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
2) Data mengenai prosedur pengisian jabatan Perangkat Desa Pajeng 
Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
3) Data mengenai Struktur Pemerintahan Desa Pajeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
4) Data mengenai Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pajeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
 
a. Data sekunder 
 
31 Masruhan, Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94. 
32 Irfan Tamwifi, Metode Penelitian, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 220. 
 
































Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh 
dari buku, skripsi, jurnal serta segala jenis peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi : 
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Perangkat Desa 
3) Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa 
4) Skripsi yang ditulis oleh Dicky Adi Setya Nugraha, Program Studi 
Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung, yang berjudul “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa 
Dalam Perspektif UU NO.6 tahun 2014 tentang Desa dan Fiqh 
Siyasah (Studi Di Desa Pandowokumpul Kecamatan Sukorame 
Kabupaten Lamongan). 
5) Skripsi yang ditulis oleh Sandi Sainur Rahman, Program Studi Ilmu 
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, yang berjudul 
“Wewenang Kepala Desa dalam mengangangkat dan 
memberhentikan Perangkat Desa”. 
6) Skripsi yang ditulis oleh Daimatun Maslahatul Ummah, Program 
studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Mekanisme Seleksi 
Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 
Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018 Ditinjau dari Fiqh Siyasah 
(studi kasus di desa Kunjang, kecamatan Kunjang, kabupaten 
Kediri)”. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi yaitu suatu teknik yang digunakan dalam penelitian 
dengan melalui teknis pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap kejadian di lapangan.33 Peneliti menggunakan metode ini 
 
33 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168. 
 
































dengan cara mengamati secara langsung apa yang terjadi di lapangan 
dan untuk memperoleh data-data mengenai kekosongan jabatan 
perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten 
Bojonegoro. 
b. Wawancara 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni dengan cara 
melakukan penelitian dengan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini 
wawancara dilakukan dengan pemerintah Desa Pajeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro. 
c. Dokumentasi 
Data dokumentasi yaitu berupa naskah atau berkas yang bersumber 
atau berkaitan dengan subjek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk 
mendapatkan data di kantor Pemerintahan Desa Pajeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro yang meliputi tentang kekosongan 
jabatan perangkat Desa tersebut. 
d. Studi Pustaka 
Studi Pustaka yaitu merupakan salah satu cara pengumpulan data 
yang digunakan dalam suatu penelitian empiris. Cara ini dilakukan 
untuk memperoleh data dari data sekunder, baik dari buku-buku maupun 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data menjelaskan tentang proedur pengolahan 
dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan melalui 
menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, serta tidak 
tumpang tindih sehinggah memudahkan data. Teknik yang digunakan 
untuk pengolahan data yakni sebagai berikut : 
a. Editing yaitu memeriksa dan mengidentifikasi data yang di dapat, baik 
dari segi kelengkapan dan kejelasan makna yang diperoleh proses 
penelitian, seperti halnya hasil wawancara dengan subjek penelitian 
yang telah di dapat di lapangan. 
 
































b. Organizing yaitu perencanaan penelitian yang akan dilakukan hingga 
proses peninjauan dan interview atas objek penelitian, serta memilah-
milah dan menyusun kembali data-data yang akan dikumpulkan untuk 
dianalisa. 
6. Teknik Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif, yang berfungsi untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dari 
pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan objek 
penelitian.34 Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang 
berhubungan dengan kekosongan jabatan Perangkat Desa di Desa Pajeng 
Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro menurut Perda Bojonegoro 
Nomor 4 Tahun 2019 dan ditinjau dengan perspektif Fiqh Siyasah. 
 
I.   Sistematika Pembahasan 
Agar pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah 
dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai 
berikut : 
Bab I, yaitu pendahuluan, yang memuat latar belakang, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta sistematika 
pembahasan. 
Bab II, yaitu kerangka konseptual, yang memuat tentang teori Fiqh 
Siyasah dan konsep Imarah . 
Bab III, yaitu data penelitian, yang memuat data penjelasan yang 
berhasil dikumpulkan mengenai kekosongan jabatan Perangkat Desa di Desa 
Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Perda 
Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019, Struktur Pemerintah Desa Pajeng, serta 
Prosedur pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Pajeng Kecamatan 
 
34 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14. 
 
































Gondang Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Perda Bojonegoro Nomor 4 
Tahun 2019, 
Bab IV, yaitu analisis data, yang memuat tentang kekosongan jabatan 
Perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro 
menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019, serta Tinjauan Fiqh Siyasah 
terhadap kekosongan jabatan Perangkat Desa menurut Perda Bojonegoro 
Nomor 4 Tahun 2019. 
Bab V, yaitu penutup, yang memuat tentang kesimpulan dari seluruh 
pembahasan, sebagai bagian jawaban dari rumusan masalah  yang akan 
dibahas dalam skripsi ini. Yang kemudian diakhiri dengan penyampaian saran. 
 
 


































KAJIAN TEORI FIQH SIYASAH 
 
A. Pengertian Fiqh Siyasah 
Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah, kata fiqh 
berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Yang mana secara bahasa mempunyai arti 
paham yang mendalam.35 Kata fiqh mempunyai beberapa pengertian yaitu 
secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis fiqh yaitu keterangan 
tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau 
pemahaman mendalam terhadap suatu maksud dari perkataan atau perbuatan. 
Dengan kata lain fiqh secara bahasa yaitu pengertian dan pemahaman 
terhadap perbuatan manusia. Sedangkan secara terminologis fiqh yaitu suatu 
pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ tentang amal 
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (jelas dan terperinci)36. 
Dengan kata lain fiqh secara istilah yaitu pengetahuan tentang hukum agama 
islam yang bersumber dari al-qur’an dan Sunnah. 
Berdasarkan pengertian diatas makan dapat ditarik kesimpulan yakni 
fiqh adalah suatu upaya secara sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama 
dalam menggali dan menemukan hukum syara’ berdasarkan al-Qur’an dan 
Sunnah agar dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari atau yang biasa disebut dengan ijtihad. 
Kata siyasah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata 
sasa-yasusu yang mempunyai arti mengatur, mengurus dan memerintah. 
Dengan kata lain politik islam atau penerapan suatu kebijakan dalam 
perspektif islam. Sedangkan secara terminologis kata siyasah mempunyai arti 
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada suatu 
 
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: KENCANA, 
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kemaslahatan. Menururt Abdul Wahab Khallaf siyasah adalah pengaturan 
kebijakan yang diciptakan atau dibuat untuk memelihara ketertiban dan 
kemaslahatan serta mengatur keadaan.37 
Adapun pendapat beberapa ulama terkait pengertian dari fiqh siyasah 
yakni sebagai berikut : 
1. Imam al-Bujairimin  
Menurut Imam al-Bujairimin fiqh siyasah memiliki peran membantu 
rakyat dalam menyelesaikan masalah serta mengatur rakyat dengan cara 
memerintah rakyat dengan sebab rakyat yang taat terhadap pemerintah. 
2. Wuzat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bin al-Kuwait 
Menurut Wuzat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bin al-Kuwait fiqh 
siyasah dapat memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukan kepada 
rakyat jalan yang bisa menyelamatkan rakyat pada saat ini seta waktu yang 
akan datang serta membantu mengatur dalam menyelesaikan masalah. 
3. Imam Ibn Abidin 
Menurut Imam Ibn Abidin fiqh siyasah adalah kemaslahatan manusia 
dengan menunjukan pada jalan yang memberikan keselamatan baik di 
dunia dan di akhirat.38 
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat diambil 
kesimpulan terkait pengertian fiqh siyasah yaitu salah satu aspek hukum islam 
yang berisikan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia yang bersumber dari al-
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B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama terkait penentuan 
ruang lingkup fiqh siyasah. Yang mana diantara perbedaan ulama terakit ruang 
lingkup fiqh siyasah yakni sebagai sebagai berikut : 40 
1. Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah 
berpendapat bahwasanya ruang lingkup fiqh siyasah yakni sebagai berikut : 
a. Siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan) 
b. Siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter) 
c. Siyasah qadla’iyyah (peradilan) 
d. Siyasah harbiyyah (hukum perang) 
e. Siyasah ‘idariyyah (administrasi negara) 
2. Imam Ibn Taimiyyah, meringkas ruang lingkup fiqh siyasah menjadi empat 
bidang kajian, yakni sebagai berikut : 
a. Siyasah qadla’iyyah (peradilan) 
b. Siyasah ‘idariyyah (administrasi negara) 
c. Siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter) 
d. Siyasah dauliyyah/ Siyasah kharijiyyah (hubungan internasional) 
3. Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-
Syar’iyyah menjelaskan bahwasaya lebih mempersempit  ruang lingkup fiqh 
siyasah menjadi tiga bagian, yakni sebagai berikut : 
a. Siyasah qadla’iyyah (peradilan) 
b. Siyasah dauliyyah/ Siyasah kharijiyyah (hubungan internasional) 
c. Siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter) 
4. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, salah satu ulama terkemuka di indonesia. 
Membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yakni sebagai 
berikut : 
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a. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
undangan) 
b. Siyasah Tasri’iyah Syar’iyyah (politik hukum) 
c. Siyasah Qadla’iyyah Syar’iyyah (Politik Peradilan). 
d. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 
e. Siyasah Idariyah Syar’iyyah (Politik Administrasi Negara). 
f. Siyasah Dauliyyah Syar’iyyah (Politik Hubungan Internasional). 
g. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
undangan). 
h. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Peperangan). 
 Dari beberapa pendapat ulama’ disebut diatas, maka dapat diambil 
kesimpulan untuk menyederhanakan ruang lingkup fiqh siyasah yakni 
disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yakni sebagai berikut : 41 
1. Siyasah Dusturiyyah  (politik perundang-undangan) Dalam bidang ini 
meliputi kajian tentang penetapan hukum (tasri’iyyah) oleh lembaga 
legislatif, peradilan (qadha’iyyah) oleh lembaga yudikatif, serta 
administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh eksekutif. 
2. Siyasah Dauliyyah (politik luar negeri) Dalam bidang ini mencakup 
tentang hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga 
negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-
khashsh) atau biasa disebut dengan hubungan perdata internasional  dan 
hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara Non-muslim. 
3. Siyasah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter) Dalam bidang ini 
membahas terkait sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran 
dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak 
publik, pajak, serta perbankan42.  
 
41 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: KENCANA, 
2016), 13. 
42 Ibid, 14.  
 
































Adapun fiqh siyasah yang digunakan adalah fiqh siyasah dusturiyah 
yang didalamnya mengatur persoalan tentang pemerintahan, demokrasi, dan 
perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang segala keterkaitan 
dengan pemerintah dan birokrasi pemerintahan dari tingkat pusat, daerah, dan 
sampai pada tingkat desa. 
 
C.  Pengertian Siyasah Dusturiyah 
Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas 
terkait masalah perundang-undangan negara. Adapun beberapa bahasan 
didalamnya yakni meliputi : Pertama, konsep-konsep konstitusi atau undang-
undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 
negara. Kedua, legislasi yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang, 
ketiga  lembaga demokrasi dan syura yang merupakan bagian penting dalam 
perundang-undangan tersebut. Serta membahas terkait konsep negara hukum 
dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara 
serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. 43 
Permasalah yang dikaji dalam fiqh siyasah dusturiyyah yaitu hubungan 
antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada 
didalam masyarakat. Karena ruang lingkup pembahasan yang pastinya sangat 
luas, oleh karena itu didalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya 
membahas terkait pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal 
ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 
bagian dari realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhanya.  
Secara umum fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan 
meliputi hal-hal sebagai berikut : 
1. Persoalan dan ruang lingkup atau pembahasan 
2. Persoalan imamah, hak serta kewajibanya 
3. Persoalan rakyat, status, serta hak-haknya 
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4. Persoalan bai’at 
5. Persoalan waliyul ahdi 
6. Persoalan perwakilan 
7. Persoalan Ahlu Halli Wal Aqdi 
8. Persoalan Wizarah dan perbandinganya 
Adapun fiqh siyasah dusturiyyah dapat dibagi pada empat bagian 
yakni sebagai berikut44 : 
1. Bidang siyasah tasri’iyah, yang mana membahas tentang persoalan ahlu 
halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan Non-
muslim didalam suatu negara, seperti halnya Undang-Undang Dasar, 
undang-undang, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. 
2. Bidang siyasah tanfidiyah, yang mana membahas tentang persoalan 
imamah, bai’ah, wuzarah, serta waliy al-ahdi. 
3. Bidang siyasah qadla’iyah, yang mana membahas tentang masalah-masalah 
peradilan. 
4. Bidang siyasah idariyah, yang mana membahas tentang masalah-masalah 
administrasi dan kepegawaian. 
Menurut Prof. H.A. Djazuli adapun sumber hukum dari fiqh siyasah 
yakni sebagai berikut45 : 
1. Al-Qur’an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-
prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy serta semangat ajaran 
Al-Qur’an. 
2. Hadist, yang diutamakan adalah hadist yang berhubungan dengan imamah, 
dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasullulah SAW dalam menerapkan 
hukum di negeri arab. 
 
44 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 
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3. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin terutama kebijakan di dalam 
mengendalikan pemerintahan yang berorientasi kepada kemaslahatan 
rakyatnya. Sesuai dengan prinsipnya : 
َلَحةِ  ٌط ِِبلأَمصأ َمِام َعَلى الرَّاِعيَِّة َمنُ وأ  َتَصرُُّف اْلأِ
Artinya : “kebijaksanaan imam sangat tergantung pada 
kemaslahatan rakyat” 
Hasil Ijtihad para ulama yang dalam memahami semangat fiqh 
dusturiyah serta prinsip-prinsipnya. Dalam mencapai kemaslahatan umat 
haruslah terjamin dan terpelihara enam prinsip tujuan hukum islam, yakni 
sebagai berikut : 
a. Memelihara agama 
b. Memelihara jiwa 
c. Memelihara akal 
d. Memelihara harta 
e. Memelihara keturunan 
f. Memelihara umat 
4. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip Al-Qur’an dan Hadist. Adapun kemungkinan adat kebiasan yang 
dimaksud tidak tertulis  adapula suatu ketentuan yang tertulis, yang paling 
penting adalah persyaratan-persyaratan adat untuk diterima sebagai hukum 
harus diperhatikan tidak boleh bertentangan dengan syara’46 
 
D. Konsep Imarah Dalam Fiqh Siyasah  
1. Pengertian Imarah 
Menurut bahasa Imarah berasal dari kata amara imra’atun yang 
memiliki arti keamiran, kerajaan, atau pemerintahan. Al-Imarah memiliki 
makna yang sama dengan al-Amir. Imarah tidak jauh berbeda dengan 
Imamah, hanya saja berbedaanya ditinjau dari segi penggunaanya.47 Imarah 
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merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang 
berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir. 
Sedangkan menurut istilah Imarah adalah keimaman, kepemimpinan, 
pemerintahan atau sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil 
yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir.48 
Menurut pendapat Imam Al-Mawardi tentang Imarah yaitu para 
pemimpin wilayah atau negeri yaitu para wali dan amil yang tugas 
kerjaanya khusus pada daerah tertentu, tetapi menangani berbagai 
persoalan umum di daerahnya. 
Wali merupakan orang yang diangkat Khalifah untuk menjadi 
pejabat pemerintah dalam suatu daerah serta menjadi pimpinan dalam 
suatu daerah tersebut. Para pimpinan daerah adalah seorang hakim (pejabat 
pemerintahan) sebab wewenangnya adalah wewenang pemerintahan. 
Untuk menduduki jabatan wali memerlukan adanya pengangkatan dari 
khalifah atau orang yang mewakili khalifah dalam pengangkatan tersebut. 
Dikarenakan, wali tidak diangkat kecuali oleh khalifah. Adanya jabatan 
kewalian atau Imarah (kepemimpinan) berdasarkan pada aktivitas 
Rosullullah SAW, beliau mengangkat wali untuk beberapa wilayah 
(daerah) dan memberikan wewenang untuk memimpin daerah-daerah 
tersebut.  
Dalam sejarah periode islam, yaitu zaman Rasul SAW dan 
Khulafaur Rasyidin, istilah amir (pemerintah atau gubernur) sering dipakai 
untuk menyebut penguasa di daerah atau sebagai gubernur. Imarah sebutan 
untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk 
melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Selama pemeintahan Islam 
di Madinah, para komandan militer, komandan divisi militer disebut 
sebagai amir, yaini amir al-jaisy atau amir al-jund. Tugas utama amir pada 
awalnya sebagai penguasa daerah yaitu ; pengelola administrasi, 
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pengumpulan pajak dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa 
pasca Rasul tugasnya bertambah meliputi; memimpin ekspedisi-ekspedisi 
militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara daerah dibawah 
kekuasaan Islam, membangun masjid, imam shalat, dan ia bertanggung 
jawab kepada khalifah di Madinah.49 
Pada masa Dinasti Umayah gelar amir hanya digunakan untuk 
penguasa daerah provinsi yang disebut juga dengan wali (hakim, penguasa, 
pemerintah). Sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah, penguasa daerah 
atau gubernur disebut juga sebagai amir. 
Negeri yang berada dibawah kekuasaan khilafah Islam dibagi dalam 
beberapa daerah administratif yang disebut wilayah (daerah provinsi). 
Setiap wilayah dibagi lagi dalam beberapa daerah administratif yang 
disebut imalah (daerah kabupaten). Setiap orang yang memimpin wilayah 
disebut wali dan orang yang memimpin imalah disebut amil atau hakim. 
Setiap imarah dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut 
qashabah (kota atau kecamatan). Setiap qashabah dibagi dalam beberapa 
bagian kecil yang disebut hayyu (dusun, desa, atau kampung). Orang yang 
mengurusi qashabah atau hayyu disebut dengan mudir (pengelola), yang 
tugasnya hanya menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. 
2. Pembagian Imarah  
Apabila khalifah mengangkat kepala daerah untuk salah satu 
wilayah atau daerah, kekuasaannya dibagi kedalam dua bagian yakni ada 
yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.50 
Pertama, Kepala Daerah dalam kekuasaan umum (Wilayat al-
‘Ammah) yaitu kepala daerah yang kewenanganya meliputi semua urusan 
pemerintahan, yang mana pengangkatannya bisa dilakukan oleh khalifah 
dengan cara menyerahkan kepemimpinan satu negeri atau satu provinsi 
tertentu, agar wali tersebut memimpin seluruh penduduknya serta 
 
49 Ibid,61. 
50 Imam al-Mawardi, Al-Ahkam as-Shutaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam 
Syariat Islam, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2006), 25. 
 
































mengontrol tugas-tugas yang telah diserahkan kepadanya. Saat khalifah 
mengangkatnya dengan kekuasaan umum, maka khalifah memberikan 
kekuasaan untuk mengatur semua urusan di daerahnya dan menyelesaikan 
semua tugas-tugas yang dikuasakan kepadanya.  
Kekuasaan daerah yang bersifat umum dibagi lagi menjadi dua bagian, 
yaitu : 
a. Imarat al-Istikfa’ atau kekuasaan Kepala Daerah atas wilayah tertentu 
melalui jalan damai. 
Kepala daerah ini mempunyai tugas tertentu dan wewenang yang 
terbatas. Cara pengangkatanya adalah dengan khalifah menyerahkan 
kewenangan untuk menangani suatu daerah atau wilayah beserta 
penduduknya. Kepala daerah ini memiliki wewenang yang luas namun 
mempunyai tugas yang terbatas. Dimana ruang lingkupnya meliputi : 
1) Menangani urusan militer, mengorganisasi kekuatan mereka di segala 
aspek, dan menentukan gaji mereka kecuali apabila gaji mereka sudah 
ditentukan oleh khalifah. 
2) Menangani urusan hukum, mengangkat jaksa dan hakim. 
3) Menarik kharaj, memungut zakat, mengangkat petugas kharaj dan 
zakat dan menentukan orang-orang yang berhak menerimanya. 
4) Melindungi agama dan memurnikan ajarannya. 
5) Menegakkan hudud terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak 
manusia. 
6) Menjadi imam shalat jumat serta shalat berjamaah. 
b. Imarat al-Istila’ atau kekuasaan Kepala Daerah atas wilayah tertentu 
melalui paksaan. 
Imarat al-Istila’ menurut Imam al-Mawardi disebut juga dengan 
al-Ghalabah. Kepala daerah memperoleh kekuasaanya melalui kekuatan 
keluarga yang berpengaruh di suatu daerah (provinsi). Seorang kepala 
daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan 
senjata, kemudian ia diangkat oleh khalifah untuk menjadi penguasa di 
 
































wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. 
Dengan wewenang itulah ia memiliki otoritas politik dan kewenangan 
mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin 
khalifah. Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari 
kehancuran menuju keselamatan.51  
Kedua,  kepala daerah dalam kekuasaan khusus (Wilayat al-
Khashshah) yaitu kepala daerah yang tugasnya hanya sebatas mengatur 
militer, memimpin rakyat dan melindungi wilayah serta tempat-tempat 
umum. Ia tidak memiliki kewenangan menangani kasus-kasus hukum dan 
peradilan, menarik kharaj dan zakat. Untuk diangkat menjadi kepala daerah 
khusus, seorang harus memilki syarat-syarat seperti halnya syarat menjadi 
wazir tanfidzi (pembantu khalifah dalam bidang administrasi), dikarenakan 
semua sama-sama memilki wewenang yang sempit meskipun wilayah kerja 
keduanya berbeda. 
3. Tugas Dan Tanggung Jawab Imarah 
tugas/kewajiban utama seorang imarah/pemimpin (pengganti) Rasulullah 
yaitu memelihara negeri dan rakyatnya, dalam arti52: 
a. Mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, seperti pencurian, 
perampasan, perjudian, dan jual beli atau konssumsi opinium. 
b. Memperkuat pertahanan negeri dengan melengkapi senjata, amunisi, 
laskar, dan pagar batas teritorial yang kuat. 
c. Mengawasi dinamika pasar supaya tidak terjadi instabilitas ekonomi, 
dan menindak tegas para pengacau pasar. 
d. Mengangkat menteri atau pejabat Negara yang memenuhi syarat, yaitu; 
laki-laki, merdeka, budiman, bijaksana, menguasai ilmu agama dan ilmu 
adat, berani tapi rasional, tidak rakus akan harta, taat menjalankan 
agama, sigap dan cekatan, tidak khianat (loyal), dan memiliki rasa malu 
dan takut akan jalan yang tidah sepatutnya. Untuk mendapat figur 
 
51 Ibid, 26. 
52 Ibid, 27. 
 
































mentari yang demikian itu sultan harus melakukan seleksi dan 
pengujian, semacam fit and proper test. 
e. Menegakkan hukum syara' Allah Ta'ala dan adat istiadat. Sultan/wahil 
daerah baih itu ketua maupun wakilnya, harus menjalankan hukum 
syara' dan adat istiadat secara berimbang, tidak untuk dipertentangkan. 
Pada awal pemerintahan Islam pada masa Rasul seorang amir 
memiliki tugas yaitu meliputi; administrasi politik, pengumpulan pajak, 
dan pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca Rasulullah tugasnya 
bertambah, meliputi; memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, 
menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah takluhan 
islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at, 
mengurus admistrasi pengadilan, dan ia bertanggung jawab kepada khalifah 
di madina. 
Pada masa Dinasti Umayah gelar amir hanya digunahan untuk 
penguasa daerah propinsi yang juga disebut wali (hakim, penguasa, 
pemerintah). Tugasnya pun mulai dibedakan dan didampingi beberapa 
pejabat yang ia angkat. Dalam melaksanakan tugasnya ia didampingi oleh 
seorang katib (sekretaris) atau lebih seorang hajib (pengawal), shahib al-
kharaj (pejabat pendapatan), shahib al-syurthat (pejabat kepolisian), shahib 
al-barid (post master), kepala keagamaan dan hakim (qadhi).53 
Pada masa Dinasti  Abbasiyah, penguasa daerah
 disebut amir Umumnya tugas amir pada periode ini antara lain; mengelola 
pajak, mengelola administrasi urusan sipil, dan keuangan. Ia didampingi 
oleh seorang pejabat keuangan disebut ‘amil. Pada masa pemerintahan 
Dinasti Abbasiyah inilah mulai terjadi pergulakan kekuasaan antara para 
petinggi Dinasti Abbasiyah dengan kaum- kaum romawi pada saat itu, yang 
pada akhirnya terjadi perubahan istilah seorang amir atau penguasa daerah, 
seorang amir yang pada mulannya sebutan untuk seorang gubernur, 
berubah menjadi seorang wakil kepala daerah secara khususnya wakil 
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gubernur/wakil bupati/wakil wali kota untuk pemerintahan di indonesia 
saat ini. 
Perubahan itu seiring dengan terus terjadinya tekanan-tekanan dari 
para penguasa yang lain di masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada saat 
itu yang menganggap bahwa seorang amir itu merupakan wakil 
pemerintahan pusat disuatu daerah/wilayah yang berfungsi membantu 
seorang khalifah dalam penyelenggaraan urusan politik, sosial, maupun 
urusan ekonomi. Umumnya tugas amir pada periode ini mengelola pajak, 
mengelola administrasi urusan sipil, dan keuangan. 
Karena itu sebagaian tokoh pada saat pemerintahan Dinasti 
Abbasiyah itu mengklaim bahwa seorang amir itu merupakan perwakilan 
dari seorang khalifah pada saat itu yang memegang tanggung jawab politik 
pada tataran daerah/wilayah. 
 
E. Amir Dalam Pemerintahan Islam 
Dalam konsep ketatanegaraan Islam dikenal dengan kekuasaan 
imarah. imarah dijabat oleh seseorang yang disebut amir. Kata amir 
diturunkan dari kata amira yang berarti amir. Karena itu, amir disini 
bermakana pemimpin. Bentuk pluralnya adalah umara. Dalam kamus 
diartikan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. Tapi dalam teks-teks 
hadis Nabi banyak digunakan kata amir. Bentuk amir disebut di dalam 
hadis tidak kurang dari 40 kali, dan bentuk umara kurang lebih 24 kali. Bila 
diperhatikan secara cermat, hadis-hadis tersebut menggambarkan 
pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat dan pemimpin 
benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.54 
Secara harfiah imarah diartikan sebagai lembaga yang memiliki 
kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, 
imarah sama dengan khalifah atau imamah. Kata amir sendiri bila merujuk 
ke Al-Qur’an tidak pernah ditemukan, yang hanyalah kata ulil al amri yang 
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mengarah kepada pemimpin, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat 
mengenai arti ulil al amri. Ada yang menafsirkan dengan kepala negara, 
pemerintah dan ulama. Bahkan orang-orang syiah mengartikan ulil al amri 
dengan imam-imam mereka yang ma’sum. 
Penggunaan kata amir  yang berarti pemimpin kaum muslim 
muncul pertama kali dalamm pertemuan di Balai Aqifah Bani Sa’dah. 
Pertemuan ini sendiri merupakan pertemuan yang bersejarah. Hal ini 
karena dalam pertemuan ini sendiri dihadiri oleh tokoh-tokoh elit Muslim 
yang datang dari Makkah dan Madinah. Adapun tujuan pertemuan yang 
dihadiri kaum Anshar dan Muhajirin tersebut adalah untuk 
memusyawarahkan sosok pengganti pucuk pemimpin umat Islam berkaitan 
dengan wafatnya nabi. Pada pertemuan tersebut Kaum anshar 
mengusulkan: dari kami seorang amir dan dari kamu seorang amir.  kaum 
Muhajirin menjawab,  kami adalah umara dan kamu adalah sebagai wizara. 
Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai Pengganti Nabi. 
Namun demikian, ia tidak diberi gelar amir melainkan Khalifah ar-Rasul. 
Gelar amir al-Mukminin yang setingkat dengan Khalifah ar-Rasul 
digunakan oleh Umar bin Khattab. 
Pada awal pemerintahan Islam, masa rasul dan khulafaur rasyidin 
penguasa daerah disebut amil (pekerja, pemerintah, gubernur) sinonim 
dengan amir. Selama pemerintahan Islam di Madinah amir dipergunakan 
untuk menyebut para komandan militer, yaitu amir al- jaisy. Para gubernur 
yang mulanya adalah para jendral yang menaklukkan daerah disebut amir. 
Tugas utama amir awal mulanya sebagai penguasa daerah adalah 
pengelolaan administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai 
pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca rasul tugasnya bertambah 
meliputi pemimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian 
damai, memelihara keamanan daerah takhlukan Islam, membangun masjid 
 
































imam shalat dan khatib dalam shalat jum’at dan bertanggung jawab kepada 
khalifah Madinah.55 
Pada masa dinasti Umayah gelar amir hanya digunakan untuk 
penguasa daerah provinsi yang juga disebut wali (hakim, penguasa, dan 
pemerintah). Dan tugasnya pun mulai dibedakan dan didampingi pejabat 
yang dia angkat. Amir diberi wewenang mengangkat wakilnya di daerah-
daerah atas persetujuan khalifah. Tapi ada juga yang langsung diangkat 
khalifah. Selain itu amir juga bertugas mengawasi percetakan uang, 
mengatur sistem penarikan pajak, memimpin delegasi untuk 
menyampaikan baiat kepada khalifah yang baru diangkat, membangun 
sarana-sarana umum, seperti jembatan, kanal, jalan dan mengirimkan 




55 Tim Penyusun Depag. RI, Sejarah Dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Depag RI, 1982), 77. 
56 Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: 
Erlangga, 2008), 313. 
 


































KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA DI DESA PAJENG 
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO 
A. Gambaran umum Desa Pajeng, Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro 
1. Sejarah Desa Pajeng 
Sejarah desa Pajeng tidak terlepas dari zaman penjajahan Belanda di 
Indonesia. Desa ini diberi nama desa Pajeng karena pada awalnya setiap kali 
masyarakat desa yang berjualan apa saja di desa tersebut pasti selalu laku 
dan habis atau dalam bahasa jawa disebut “Pajeng”, yang kemudian lambat 
laun masyarakat yang tinggal di desa tersebut menyebutnya sebagai desa 
Pajeng. Sesepuh desa Pajeng yang pertama kali adalah Poesporojo atau 
masyarakat setempat memanggilnya dengan sebutan Mbah Pus atau Mbah 
Riwug, alasan kenapa dipanggil  Mbah Riwug karena beliau memiliki rambut 
yang panjang. Mbah Riwug merupakan pelarian tawanan penjajahan Bangsa 
Belanda, karena pada saat itu Mbah Riwug merupakan orang yang pintar dan 
cerdas sehingga masyarakat menjadikan ia sebagai panutan atau pemimpin 
di desa Pajeng yang mana pada saati itu istilah Kepala Desa belum dikenal 
seperti masa sekarang.57 
Desa Pajeng adalah salah satu desa di Kecamatan Gondang, 
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Pajeng mempunyai luas 
wilayah 3.215.808 m2. Terletak dibagain wilayah selatan Kabupaten 
Bojonegoro dan merupakan batas wilayah antara Kabupaten Bojonegoro 
dengan Kabupaten Nganjuk. Wilayah administratif desa Pajeng terdiri dari 
3 Dusun, 7 RW, dan 30 RT. Jumlah penduduk 4.173 jiwa, dengan rincian 
jumlah laki-laki 2.057 jiwa dan jumlah perempuan 2.116 jiwa. Dari total 
keseluruhan jumlah Kepala Keluarga yang terdata yaitu 1.304 KK. 
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2.  Letak Geografis Desa Pajeng 
Berdasarkan data statistik hasil pemetaan Tahun 2011 dengan alat 
ukur GPS desa Pajeng berada pada LONG 7o 25’ 38.14” S (Bujur) dan LAT 
111o 53’ 2.27” (Lintang) sabuk sebelah selatan pegunungan kapur utara yang 
merupakan desa paling selatan dari kabupaten Bojonegoro dan perbatasan 
antara kabupaten Bojonegoro dengan kabupaten Nganjuk serta merupakan 
desa di pinggir hutan dengan topografi yang berbukit-bukit dengan 
kemiringan tanah rata-rata 20%-30%, dan beriklim sejuk dengan rata-rata 
suhu 21o C-30o C dengan curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 3000-3500 
mm per tahun.58 
Desa Pajeng yang masuk kedalam Kecamatan Gondang, Kabupaten 
Bojonegoro mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah selatan berbatasan dengan Perum Perhutani Desa Sambikerep, 
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. 
b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungsumber, Kecamatan 
Temayang, Kabupaten Bojonegoro. 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumbersoko, Kecamatan 
Temayang, Kabupaten Bojonegoro. 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gondang dan Desa Sambongrejo 
Gondang. 
Desa Pajeng yang masuk kedalam Kecamatan Gondang, Kabupaten 
Bojonegoro mempunyai luas wilayah 3.261 Ha dengan rincian sebagai berikut: 
Nama Wilayah Luas Wilayah 
Pemukiman 48.143 m2 
Sawah ½ irigasi teknis 51 Ha 
Sawah tadah hujan 10,25 Ha 
Kantor Pemerintahan 1.115 m2 
SDN Pajeng I Bangunan        : 900 m2 
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Tanah Kosong : 2.042 m2 
SDN Pajeng II 
Bangunan        : 800 m2 
Tanah Kosong : 1.009 m2 
SDN Pajeng III 
Bangunan        : 300 m2 
Tanah Kosong : 1.363 m2 
SDN Villal Pajeng I 
Bangunan        : 196 m2 
Tanah Kosong : 719 m2 
Lapangan 6.517 m2 
Pasar 1.410 m2 
Tanah Kas Desa 12.084 m2 
Pemakaman Umum 5.065 m2 
TKD Lainnya 3.275 m2 
 
Desa Pajeng yang masuk kedalam Kecamatan Gondang, Kabupaten 
Bojonegoro mempunyai jumlah wilayah bawahan yang terdiri dari 3 (tiga) 
Dusun dengan rincian sebagai berikut:59 
a. Dusun Pajeng dengan wilayah : 
1) Krajan atau RW I terdiri dari RT 1 s.d RT 4 
2) Muthukan atau RW I terdiri dari RT 5 dan RT 6 
3) Segawen atau RW I terdiri dari RT 7 
b. Dusun Dodol dengan wilayah : 
1) Dodol Tegalan atau RW II terdiri dari RT 8 s.d RT 11 
2) Dodol Brendo atau RW III terdiri dari RT 12 s.d RT 16 
3) Dodol Muthuk atau RW IV terdiri dari RT 17 s.d RT 20 
4) Dodol Ledok atau RW V terdiri dari RT 21 s.d RT 24 
c. Dusun Bulu-Jiwo dengan wilayah : 
1) Bulu atau RW VI terdiri dari RT 25 s.d RT 27 
2) Jiwo atau RW VII terdiri dari RT 28 s.d RT 30 
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3.  Gambaran Umum Demografis 
Desa Pajeng pada akhir tahun 2020 tercatat memiliki 1.327 Kepala 
Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 4.057 jiwa yang terdiri dari laki-
laki 2.027 jiwa dan perempuan 2.030 jiwa. Dengan rata-rata setiap keluarga 
terdiri atas 3 sampai 4 anggota keluarga. 60 
a. Jumlah penduduk Desa Pajeng Tahun 2020 
NO. KETERANGAN JUMLAH 
1 Seluruh Penduduk 4.057 jiwa 
 Laki-laki 2.027 jiwa 
 Perempuan 2.030 jiwa 
2 Pertumbuhan Penduduk  
 Lahir  57 jiwa 
 Mati  36 jiwa 
 Datang   - 
 Pindah  21 jiwa 
 
b. Jumlah Penduduk Menurut Usia Tahun 2020 
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1 0-5 123 136 261 
2 6-10 124 123 247 
3 11-15 135 128 263 
4 16-20 135 150 285 
5 21-25 156 171 327 
6 26-30 169 164 336 
 








































1 Belum masuk TK 3-6 - 
2 Sedang TK/PG 3-6 116 




4 Sedang sekolah 7-18 642 
5 Pernah SD tapi tidak tamat 18-56 78 
6 Tamat SD sederajat 18-56 1.416 
7 Tidak tamat SLTP 18-56 739 
8 Tamat SLTP 18-56 134 
9 Tidak tamat SLTA 18-56 738 
10 Tamat SLTA 18-56 134 
11 Tamat D1 18-56 - 
12 Tamat D2 18-56 - 
13 Tamat D3 18-56 - 
14 Tamat S1 18-56 41 
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7 31-35 134 137 271 
8 36-40 151 140 291 
9 41-45 136 128 264 
10 46-50 147 146 293 
11 51-55 130 106 236 
12 56-60 115 111 226 
13 61-65 108 113 221 
14 66-70 115 108 223 
15 71-75 117 147 264 
16 Diatas 75 32 22 54 
 JUMLAH 2.027 2.030 4.057 
 
































15 Tamat S2 18-56 - 
16 Tamat S3 18-56 - 
17 Tamat SLB A - - 
18 Tamat SLB B - - 
19 Tamat SLB C - - 
 JUMLAH  4.057 
 
d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 202062 
NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 
1 Pertanian 1.250 
2 Buruh (termasuk buruh migran) 1.519 
3 Pegawai Negeri Sipil 13 
4 Industri Rumah Tangga 2 
5 Pedagang Keliling 8 
6 Montir 12 
7 Bidan Swasta 3 
8 Perawat Swasta 2 
9 TNI 2 
10 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 6 
11 Pengusaha kecil dan menengan 12 
12 Dukun kampung terlatih 2 
13 Pengusaha besar 8 
14 Karyawan perusahaan swasta 8 
 JUMLAH 2.847 
 
4.  Potensi Desa Pajeng 
Desa Pajeng sangat berpotensi dalam sektor pertanian, yaitu 
pertanian sentra bawang merah, padi dan jagung. Hal tersebut dikarenakan 
kondisi geografis yang sangat strategis untuk tanaman bawang merah, padi, 
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dan jagung serta memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan nilai 
ekonomis. Disamping adanya Dam atau embung plumpung yang berada di 
Desa Pajeng tersebut.63 
Meskipun lokasi desa Pajeng berada di pinggiran hutan dengan mata 
pencaharian utama di sektor pertanian namun kondisi perekonomian 
masyarakat desa Pajeng yang bagus dan mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Untuk lahan sawah yang mayoritas lahannya ditanami bawang 
merah dan padi dengan sarana prasarana yang cukup memadai untuk 
mendukung kegiatan di sektor pertanian diantaranya tersedia JUT dan 
JIDES. Adapula petani jagung yang menggunakan lahan perhutani yang 
telah dibuka untuk disewakan kepada masyarakat sekitar Desa Pajeng 
sehingga masyarakat yang dahulu hanya berprofesi sebagai buruh tani 
maupun pengangguran memiliki lahan untuk ditanami. Karena dibukanya 
lahan perhutani tersebut, tentunya berdampat baik pada Desa Pajeng yaitu 
dengan menurunya tingkat pengangguran  dan mampu meningkatkan taraf 
hidup masyarakat Desa Pajeng pada tingkatan desa maju. 
Selain dalam sektor pertanian, Desa Pajeng juga berpotensi dalam 
sektor peternakan, para masyarakat Desa Pajeng adapula yang beternak sapi, 
kambing, ayam dan lain sebagainya. 
5.  Fasilitas Umum 
Desa Pajeng memiliki beberapa fasilitas umum yang bisa digunakan 
oleh penduduk maupun orang lain yang sedang berada dalam wilayah desa 
Pajeng, antara lain : 
a. Jalan Usaha Tani (JUT) 
b. DAM atau tempat penampungan sumber air 
c. Masjid  
d. Mushola 
e. Pemakaman desa Pajeng 
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f. Pasar Tradisonal 
g. Lapangan  
6.  Kondisi Penduduk 
Kondisi ekonomi masyarakat desa Pajeng tergolong pada tingkat 
ekonomi menengah. Para masyarakat bekerja sesuai dengan dengan keahlian 
dan bidangnya masing-masing. Ada yang bertani, beternak, menjadi pegawai 
baik negeri maupun swasta, serta ada yang bekerja sebagai wirawasta dan 
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar desa Pajeng.64 
Adapun tingkat pendidikan desa Pajeng sangat bervariasi, ada yang 
masih tingkat SD sudah berhenti, ada yang sampai pada tingkatan SMP, ada 
pula yang sampai pada tingkat SMA sederajat dan bahkan ada yang hingga 
ke perguruan tinggi. Akan tetapi rata-rata masyarakat desa Pajeng 
melakukan studi hingga tingkatan SMA sederajat dan hanya sebagian kecil 
saja yang melanjutkan hingga ke perguruan tinggi. 
7.  Kondisi Sarana Informasi dan Transformasi 
Dalam aktifitasnya sehari-hari para masyarakat desa Pajeng banyak 
memanfaatkan sarana transportasi dan informasi (komunikasi) untuk 
menunjang kegiatan sehari hari baik di bidang ekonomi, pendidikan dan 
sosial budaya masyarakat desa Pajeng sarana transformasi dan media 
komunikasi yang sering di gunakan adalah antara lain : 
a. Sarana Transportasi   
1) Truck   
2) Bus  
3) Pick up   
4) Mobil   
5) Sepeda motor   
6) sepeda  
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b. Sarana Informasi  
1) Televise   
2) Telephone   
3) Radio   
4) Internet 
B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten 
Bojonegoro 
1. Struktur Organisasi Pemerintahan 
Suatu pemerintahan yang baik (good goverment) akan lahir dari suatu 
pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik hanya akan terwujud 
manakala diselenggarakan oleh aparat pemerintahan yang sudah terorganisir 
dan terstruktur menurut tugas, fungsi dan kerjanya masing-masing. 
Pemerintahan desa Pajeng terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 65Struktur Organisasi Pemerintahan 
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2. Aparatur Desa Pajeng tahun 2020 
NO NAMA JABATAN TTL ALAMAT 
1 Dedy Kristiawan Kepala Desa Nganjuk, 
22-07-1979 
RT.20 RW.04 
2 Didik Riyanto Plt Sekretaris Desa Bojonegoro, 
05-10-1975 
RT.20 RW.04 
3 Yusuf Suncoko Kasun Pajeng Nganjuk, 
09-05-1982 
RT.03 RW.01 
4 - Kasun Bulu-Jiwo - - 
5 Didik Riyanto Kasun Dodol Bojonegoro, 
05-10-1975 
RT.20 RW.04 
6 Marhani Kaur Kesra Bojonegoro, 
28-09-1965 
RT.22 RW.05 





Suwoto Kaur Umum Bojonegoro, 
11-03-1964 
RT.02 RW.01 
9 Suyud Kaur Keuangan Bojonegoro, 
12-10-1966 
RT.30 RW.07 
10 Parman Kasi Pelayanan Bojonegoro, 
01-12-1967 
RT.03 RW.01 




a. Kepala Desa : Dedy Kristiawan , yang mempunyai tugas 66: 
1) Bertanggung jawab menyelenggaran roda pemerintahan di desa, 
menetapkan peraturan desa, pembinaan masalah ketentraman dan 
ketertiban, malakukan perlindungan terhadap masyararakatnya, 
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bertanggung jawab terhadap proses administrasi kependudukan serta 
penataan dan pengelolaan wilayah; 
2) Melakukan pembangunan sumber daya manusia,  sarana dan prasarana, 
pendidikan, kesehatan  dilingkungan desa demi kemajuan desa; 
3) Pembinaan kemasyararakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, partisipasi masyarakat, ketenagakerjaan, sosial budaya, 
dan keagamaan; dan 
4) Menjalin dan menjaga kerja sama atau kemitraaan dengan lembaga 
masyarakat, instansi pemerintahan dan instansi lain. 
b. Sekretaris (Plt): Didik Riyanto, memiliki tugas :  
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan, adminitrasi surat menyurat, arsip 
dsb; 
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 
desa dan kantor, penyiapan agenda rapat, pengadministrasian aset 
desa, invertarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum; 
3) Melakukan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan verifikasi penghasilan kepala 
desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintah desa lainnya; dan 
4) Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja desa, menginterventarisir data-data dalam 
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, 
serta penyusunan laporan pertanggung jawaban. 
c. Kepala Dusun Pajeng : Bapak Yusuf Suncoko memiliki tugas :67 
1) Pembinaan ketrentaman dan ketertiban,pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan 
pengelolaan wilayah kerjanya; 
2) Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan 
di wilayah kerjanya; 
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3) Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan 
kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; 
4) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan; 
5) Pelayanan kepada masyarakat; 
6) Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa; 
7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai 
Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan 
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa. 
d. Kepala Dusun Dodol : Didik Riyanto memili tugas : 
1) Pembinaan ketrentaman dan ketertiban,pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan 
pengelolaan wilayah kerjanya; 
2) Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan 
di wilayah kerjanya; 
3) Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan 
kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; 
4) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan; 
5) Pelayanan kepada masyarakat; 
6) Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa; 
7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai 
Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan 
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa. 
e. Kaur Kesejahteraan dan Kemasyarakatan : 68Marhani, memiliki tugas :  
1) Melaksanakan pelayanan masyarakat di dibidang kemasyarakatan dan 
kesejahteraan; 
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2) Pembangunan bidang pendidikan; 
3) Kesehatan; 
4) Sosialisasi serta motivasi masyarakat lingkungan hidup; dan 
5) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna. 
f. Kaur Pemerintahan : Fendi Nurhidayat, memiliki tugas : 
1) Melaksanakan urusan pemerintahan umum; 
2) Menyusun rancangan regulasi desa; 
3) Pembinaan masalah pertanahan; 
4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban; 
5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat; 
6) Penataan pengelolaan wilayah; dan 
7) Pendataan dan pengolahan profil desa. 
g. Kaur Umum : Suwoto, memiliki tugas : 
1) Melaksanakan penyuluhan dan  motivasi terhadap hak dan kewajiban 
masyarakat desa; 
2)  Menyusun laporan seksi pelayanan; 
3) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; 
4)  Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat; dan 
5) Kegamaan dan ketenagakerjaan. 
h. Kaur Keuangan : Suyud, memiliki tugas 69:  
1) Menerima, menyimppan, menatausahakan, dan membukukan 
uang/surat berharga dalam pengelolaannya; 
2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah; 
3) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 
untuk dibayarkan; 
4) Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari 
pembayaran yang dilakukan Menyetorkan pemotongan/pemungutan 
kewajibab ke kas negara; 
5)  Mengelola  rekening tempat penyimpanan; dan 
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6) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada kepala 
desa. 
i. Kasi Pelayanan : Parman, memiliki tugas : 
1) penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat; 
2) peningkatan upaya partisipasi masyarakat; 
3) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan 
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya; 
4) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan 
pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan; 
5) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan keagamaan; 
6) penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya; 
7) pelayanan kepada masyarkat; 
8) penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan 
masyarakat; 
9) penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang 
tugasnya; 
10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai 
kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan 
11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa. 
j. Kaur Perencanaan : Ika Puspitasari, memiliki tugas70 : 
1) Menyusun rencana APBDesa; 
2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; 
3) Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan 
laporan; 
4) Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau 
Kepala Desa; 
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3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pajeng Periode 2019-2025 
NO NAMA JABATAN TTL ALAMAT 
1 Prihadi Jatmiko Ketua  Bojonegoro, 
15-07-1967 
RT.21 RW.05 
2 Glenter Wakil Ketua Bojonegoro, 
22-03-1979 
RT.11 RW.02 
3 Susi Susilowati Sekretaris Bojonegoro, 
16-12-1987 
RT.15 RW.03 
4 M.Said Anggota  Bojonegoro, 
01-12-1992 
RT.17 RW.04 
5 Ali Utomo Anggota Bojonegoro, 
30-04-1993 
RT.25 RW.06 
6 Purwanto Anggota Bojonegoro, 
16-07-1983 
RT.06 RW.01 




4.  Masa  Kepemimpinan Kepala Desa Pajeng71 
NO NAMA KEPALA DESA PERIODE 
1 Mbah Pus (Riwug) Sebelum kemerdekaan – 1945 
2 Singo Kurdin 1945 – 1948 
3 Onggo Sarmo 1948 – 1956 
4 Kismangun  1956 – 1964 
5 Tjokri Tirto  1964 – 1966 
6 Lasman  1966 – 1974 
7 Tjoegi 1974 – 1982 
8 Lasman 1982 – 1990 
9 Tarwoco 1990 – 1998 
10 Tarwoco 1998 – 2007 
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11 Dedy Kristiawan 2007 – 2013 
12 Dedy Kristiawan 2013 – 2019 
13 Dedy Kristiawan 2019 – 2025  
 
C. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang 
Kabupaten Bojonegoro menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 
Perangkat Desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, dan 
membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini pelayanan 
kepada masyarakat mengharuskan para perangkat desa untuk dapat 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.72 Oleh 
karena itu perangkat desa di tuntut memiliki kemampuan, keterampilan dan 
membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani 
masyarakat. 
Pelayanan masyarakat dapat berjalan secara optimal apabila kinerja 
pemerintahan desa sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada, namun 
dalam hal ini struktural jabatan perangkat desa di Desa Pajeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro mengalami kekosongan pada jabatan 
Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Bulu Jiwo.  
Kekosongan jabatan Sekretaris Desa terjadi pasca meninggalnya Bapak 
Karnadi pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan Surat Kematian Desa Pajeng 
Nomor: 473.1/617/26.2004/2018. Dan berhentinya jabatan Sekretaris Desa 
karena meninggal dunia dituangkan Kepala Desa Pajeng dalam Surat 
Pemberhentian Nomor: 775/26.2004/2018. Sedangkan kekosongan jabatan 
Kepala Dusun Bulu Jiwo terjadi pasca pura tugasnya Bapak Nyoto yakni 
dengan dikeluarkannya Surat Pemberhentian Nomor: 776/26.2004/2018 oleh 
Kepala Desa Pajeng.  
 
72 Indriana F, Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan, (LOKA AKSARA: Tangerang, 2017), 
21 
 
































Adapun Penulis mendapatkan data dan fakta tersebut melalui hasil 
wawancara Penulis dengan Kepala Desa Pajeng Bapak Dedy Kristiawan, beliau 
menyampaikan keterangan sebagai berikut : 
Di desa pajeng ini memang benar ada beberapa kekosongan jabatan 
perangkat desa yakni jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Bulu 
Jiwo, durasi waktu terkait  kekosongan jabatan tersebut tidak 
bersamaan, yang mana kekosongan jabatan sekretaris desa terjadi sejak 
tanggal 12 Juli 2018 dikarenakan Sekretaris Desa pada saat itu 
meninggal dunia dan jabatan Kepala Dusun yang mengalami 
kekosongan sejak tanggal 24 Juli 2017 yang mana pada saat itu telah 
pensiun.” 73 
 
Pernyataan Kepala Desa tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak 
Didik Riyanto, salah satu Perangkat Desa Pajeng yang menjabat sebagai Kepala 
Dusun Dodol dan merangkap sebagai Plt Sekretaris Desa, beliau 
menyampaikan: 
Sudah sejak tahun 2017 setelah bapak Nyoto selaku kepala dusun Bulu 
Jiwo pensiun, maka secara tidak langsung jabatan kasun Bulu Jiwo 
mengalami kekosongan, begitupula dengan jabatan sekretaris desa sejak 
tahun 2018 setelah bapak Karnadi selaku sekretaris desa pada saat itu 
meninggal dunia secara tidak langsung jabatan sekretaris desa terjadi 
kekosongan. Dan sampai pada saat ini kedua jabatan perangkat desa 
masih mengalami kekosongan, untuk sementara Pelaksana Tugas (Plt) 
pokok dan fungsi Sekretaris Desa sampai dengan saat ini diamanahkan 
bapak kepala desa kepada saya, namun untuk Pelaksana Tugas (Plt) 
Kasun Bulu Jiwo sampai saat ini belum juga ada penunjukan. ”74 
 
Perda Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 tentang Perangkat Desa 
merupakan pedoman yang dipakai oleh Kepala Desa dalam menjalankan roda 
pemerintahanya untuk membuat kebijakan apabila terjadi kekosongan jabatan 
Perangkat Desa, prosedur pengangkatan, serta pemberhentian Perangkat Desa. 
Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019, 
pemberhentian Perangkat Desa dapat disebabkan oleh: 
 
 
73 Dedy Kristiawan (Kepala Desa Pajeng), Wawancara, Bojonegoro, 15 Maret 2021. 
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1. Meninggal dunia 
2. Permintaan sendiri; dan 
3. Diberhentikan 
Adapun maksud diberhentikan menurut point (c) yaitu karena perangkat 
desa yang bersangkutan : 
1. Usia telah genap 60 (enam puluh ) tahun; 
2. Dinyatakan sebagai pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 
3. Berhalangan tetap; 
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; 
5. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; 
6. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa; atau 
7. Melanggar sumpah/janji jabatan. 
Terkait prosedur yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila 
jabatan Perangkat Desa mengalami kekosongan disebutkan pada Pasal 29 
Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 yakni sebagai berikut75 : 
1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas tugas 
perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang 
dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia. 
2. Pelaksana tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
kepala desa dengan Surat Perintah Tugas, yang tembusanya disampaikan 
kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal penugasan. 
3. Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan 
sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti. 
4. Pengisian jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
dengan cara : 
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a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; 
dan/atau 
b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa 
5. Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikonsultasikan dengan Camat. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, 
maka sudah jelas apabila tejadi kekosongan jabatan perangkat desa kepala desa 
haruslah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari jabatan perangkat desa yang 
mengalami kekosongan. Hal tersebut telah diterapkan Kepala Desa Pajeng 
dengan menunjuk Bapak Didik Riyanto yang sebelumnya menjabat sebagai 
Kepala Dusun Dodol sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Desa Berdasarkan 
Surat Perintah Tugas Nomor: 12/SPT/26.2004/2019. Berikut hasil wawancara 
yang dilakukan Penulis dengan Kepala Desa Pajeng : 
kekosongan jabatan Perangkat Desa yang terjadi di Desa Pajeng untuk 
jabatan Sekretaris Desa telah kami gantikan dengan Pelaksana Tugas 
(Plt) yaitu Bapak Didik Riyanto selaku Kepala Dusun Bulu Jiwo, beliau 
merupakan salah satu perangkat desa yang saya rasa cukup kompeten 
dalam menjalankan tupoksi Sekretaris Desa. Sedangkan  untuk 
Pelaksana Tugas (Plt) dari Kasun Bulu Jiwo tidak kami tunjuk karena 
sudah ada tiga perangkat desa yang berdomisili di dusun tersebut. 
Diantaranya Kaur keuangan, Kaur Perencanaan dan Kasi Pemerintahan. 
Saya selaku Kepala Desa tidak menunjuk secara administratif namun 
secara lisan, saya menugaskan Kasi Pemerintahan tersebut untuk 
menjalankan tugas pokok Kepala Dusun Bulu Jiwo karena saya merasa 
Kasi Pemerintahan mampu dalam menjalankan tugas tersebut 
khususnya dalam  melayani masyarakat. mungkin kebijakan saya kurang 
tepat secara administratif namun pada dasarnya selama ini tidak ada 
keluhan dari masyarakat terkait sistem pelayanan jadi saya merasa itu 
sudah sama saja. Kasi Pemerintahan sendiri tidak merasa keberatan 
dalam menjalankan tupoksi Kasun Bulu Jiwo. karena Itulah yang 
dibutuhkan oleh seorang perangkat desa atau abdi desa, merasa memiliki 
bahwa dusun atau desa ini adalah milik bersama. Setiap masyarakat 
yang mempunyai keluhan, perangkat harus berusaha merespon dan 
melayani dengan baik.”76 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Fendi Nurhidayat selaku Kasi 
Pemerintahan sekaligus yang menjalankan tupoksi Kepala Dusun Bulu Jiwo : 
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Masalah kekosongan jabatan perangkat desa memang terjadi didesa ini, 
dan saya selaku Kasi Pemerintahan yang berdomisili di Dusun Bulu Jiwo 
ditunjuk secara lisan oleh bapak Kepala Desa untuk menjalankan 
tupoksi Kasun Bulu Jiwo, saya tidak merasa keberatan meskipun tidak 
ditunjuk sesuai dengan prosedur administratif karena pada dasarnya 
saya juga dibantu oleh 2 (dua) perangkat desa lain yang berdomisi di 
Dusun ini yaitu Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan dalam melayani 
masyarakat.77 
Dari beberapa hasil wawancara Penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Kepala Desa Pajeng telah menjalankan wewenangnya dalam pengisian 
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Desa, namun beliau mengakui kesalahannya 
karena pengisian Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dusun Bulu Jiwo tidak dilakukan 
dengan administrasi yang benar. 
Dalam wawancara Penulis dengan Bapak Didik Riyanto, selaku Kepala 
Dusun Dodol yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris 
Desa lebih lanjut menyayangkan kekosongan jabatan ini terjadi, lantaran 
tupoksi yang dilakukan Sekretaris Desa dalam hal ini lebih cenderung kepada 
administrasi kantor, sedangkan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dusun 
yang tupoksi nya lebih banyak berada pada lapangan. Berikut hasil wawancara 
Penulis dengan yang bersangkutan : 
Sampai dengan saat ini saya memang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas 
Sekretaris Desa untuk menggantikan Sekretaris Desa yang meninggal 
pada tahun 2018 kemarin. Saya nggak ada rasa keberatan kok mbak. 
Karena ini semua dengan tujuan agar pemerintahan desa Pajeng tetap 
berjalan dengan baik. Tetapi begini lho mbak, saya yang sebelumnya kan 
menjabat sebagai Kasun Dodol dan sekarang harus merangkap jabatan 
sebagai Plt Sekretaris Desa terkadang saya merasa kesulitan untuk 
menjalankan tugas secara maksimal. Dimana kendala yang saya hadapi 
yaitu terkait pembagian waktu, kenapa saya mengatakan seperti itu, 
karena pada dasarnya tugas awal saya yakni sebagai Kasun dan jelas kita 
ketahui bersama bahwasanya tugas Kasun kebanyakan terjun langsung 
dilapangan yang mana bersebrangan dengan tupoksi Sekretaris Desa 
yang kebanyakan berada di dalam kantor untuk menjalan urusan surat 
menyurat. Itulah yang terkadang menjadi keluhan masyarakat, karena 
keperluan pelayanan adminitrasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh 
masyarakat berjalan lambat.”78 
 
77 Fendi Nurhidayat (Kasi Pemerintahan), Wawancara, Bojonegoro, 1 April 2021 
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Di dalam Pasal 7 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang 
perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa, disana disebutkan bahwasannya pengisian 
jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak 
perangkat desa yang bersangkutan berhenti. Berdasarkan peraturan tersebut 
Penulis melakukan beberapa wawancara yakni dengan bapak Didik Riyanto 
selaku Kepala Dusun Dodol serta merangkap sebagai Plt Sekretaris Desa, beliau 
menyampaikan : 
Saya mengetahui terkait peraturan tersebut, namun saya tetap 
menjalankan amanah yang sudah diberikan bapak Kepala Desa kepada 
saya, karena pada dasarnya saya juga mengetahui bahwa sebenarnya 
pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sudah direncanakan sejak 
terjadinya kekosongan, itu sudah ada rencana mbak. namun karena 
beberapa kendala hingga saat ini jabatan Sekretaris Desa dan Kepala 
Dusun masih belum bisa dilakukan pengisian.79 
Dan wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Fendi Nurhidayat 
selaku Kasi Pemerintahan sekaligus yang menjalankan tupoksi Kepala Dusun 
Bulu Jiwo, beliau menyampaikan “Kalau soal itu saya kurang tahu banyak 
mbak, masalah rangkap jabatan ini kan perintah Kepala Desa, ya saya rasa 
sanggup sampai sekarang ya saya jalankan saja”80 
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kekosongan jabatan perangkat 
desa yang sudah melebihi waktunya dalam Permendagri, Kepala Desa belum 
juga melakukan pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Kepala 
Dusun. Pelaksana tugas dari masing-masing jabatan tersebut pun hanya 
mengikuti perintah yang telah diintruksikan oleh Kepala Desa dan cenderung 
tidak melaksanakan peraturan yang ada pada Permendagri tentang batasan-
batasan Pelaksana tugas (Plt) Pemerintah Desa. 
Kemudian Penulis pun melakukan wawancara terkait keterlambatan 
dalam pengisian kekosongan jabatan dengan bapak Kepala Desa, beliau 
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menyampaikan alasan terkait belum ditunjuknya Sekretaris Desa dan Kepala 
Dusun Bulu Jiwo yakni sebagai berikut : 
Alasan kenapa belum dilakukan pengisian jabatan Perangkat Desa 
dikarenakan kita ketahui bersama bahwa saat ini kondisi negara yang 
sedang dilanda wabah covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk 
dilaksanakan pengisian jabatan Perangkat Desa serta pada awalnya 
menunggu kejelasan teknis dari Kabupaten terkait mekanisme pengisian 
Perangkat Desa yang mana kewenangan mutlak milik Pemerintahan 
Desa ataukah Pemerintah Kabupaten ikut serta dalam penyeleksian 
calon perangkat desa seperti periode sebelumnya. Jika dari awal desa 
sudah diberikan kejelasan dalam prosedur pengisian perangkat desa 
secara otomatis saya selaku Kepala Desa berani melaksanakan pengisian 
Perangkat Desa dengan standart dan mekanisme yang jelas dari 
Kabupaten. Mengenai Anggaran, pengisian jabatan perangkat desa 
sudah ada sejak tahun 2017 sekitar 20 juta, tidak ada pengalihan 
anggaran kepada covid, namun faktor utama dari tertundanya pengisian 
jabatan perangkat desa pada awalnya menunggu kebijakan dari pihak 
kabupaten yakni kewenangan secara penuh menjadi milik desa atau 
pihak kabupaten juga ikut campur dalam urusan tersebut.81 
Dan wawancara yang Penulis lakukan juga dengan Bapak Prihadi 
Jatmiko selaku Ketua BPD Desa Pajeng, beliau menyampaikan :  
Kami selaku BPD mengetahui bahwa ada kekosongan jabatan perangkat 
desa, yang pertama karena telah pensiun dan meninggal dunia, namun 
sampai dengan saat ini belum dilakukan pengisian. Kami sudah 
klarifikasi setelah adanya kekosongan jabatan rencana kapan akan 
diadakan pengisian, telah disampaikan pada saat Musyawarah Desa, 
namun karena adanya wabah Covid-19 yang menyerang Indonesia 
khususnya desa Pajeng jadi lebih difokuskan pada penanganan Covid-19 
dan pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa dipaksa mundur 
terlebih dahulu. Kami dari BPD berkehendak bila nantinya dilakukan 
pengisian jabatan perangkat desa agar dilakukan transparansi supaya 
gak ada iri-iri an antar perangkat desa yang lain, kan kalau fair kami 
semua bisa bekerja dengan enak dan nyaman. Perangkat dibutuhkan dari 
individu yang cerdas mampu bekerja  dengan benar dan kalau bisa tidak 
perlu belajar lagi sehingga lebih cepat dalam menangani permasalahan 
yang ada di desa dan tugas-tugas pemerintahan desa. Jika memang 
nantinya mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui mutasi 
atau perangkat yang dialih tugaskan dan memang dia dirasa mampu 
kami selaku BPD setuju-setuju saja, namun jika memang tidak ada maka 
bisa melalui penjaringan karena didesa pajeng sudah banyak yang 
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sarjana kok, bisa dibilang SDM-nya sudah mumpuni. Asal tidak 
melanggar ketentuan yang sudah ada.”82 
Berdasarkan wawancara diatas, rencana pengisisan jabatan Perangkat 
Desa yang kosong menemui kendala pelaksanaan akibat adanya wabah covid-
19 dan faktor utamanya yakni belum jelasnya prosedur pengisisan jabatan 
Perangkat Desa oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini dikarenakan 
prosedur pengisian pada periode sebelumnya dilaksanakan serentak se-
Kabupaten sesuai mekanisme Pemerintah Kabupaten.  
Bapak Kepala Desa juga memberikan beberapa informasi terkait 
pengisian Perangkat Desa yakni sebagai berikut: 
Adapun rencana kedepanya terkait pengisian perangkat desa di Desa 
Pajeng, diperkirakan ada tiga desa dalam satu Kecamatan Gondang yang 
akan melakukan pengisian Perangkat Desa secara bersamaan, dengan 
prosedur pembuatan atau pemesanan soal pada kampus yang sudah 
terakreditasi dan terpercaya dalam pembuatan soal terkait. Yang mana 
nantinya akan diujikan kepada bakal Calon Perangkat Desa.” 83 
Kepala Desa juga menyampaikan beberapa pandangannya terhadap 
pengisian jabatan Perangkat Desa yakni sebagai berikut : 
Untuk mekanisme pengisian jabatan perangkat desa kedepanya, ada 
beberapa tahapan yakni dari segi kemampuan personal terdapat 
beberapa hal yang masih berbenturan dengan aturan. Bisa melalui 
mutasi namun setiap personal perangkat merasa kurang siap, harapan 
saya untuk jabatan Sekretaris Desa dilakukan pengisian melalui mutasi 
karena setiap perangkat sudah punya pengalaman kerja sehingga tidak 
perlu dari awal melakukan pembelajaran kepada bakal calon perangkat 
desa baru. Namun kalo kasun mungkin bisa melalui penjaringan karena 
saya disini mencari kualitas atau kemampuan personal yang bisa 
menjadi pendamping saya dalam menjalankan tugas kepemerintahan 
desa sehingga saya tidak perlu membelajari lagi perangkat desa baru, 
paling ngk sudah faham bahwasanya pemerintahan desa itu seperti ini. 
Pengalaman dasarnya paling tidak sudah punya. Setidaknya kalo sudah 
bersedia jadi perangkat harus siap segalanya terutama dalam pelayanan 
kepada masyarakat. Pada intinya saya mengutamakan bagaiamana 
pelayanan dan kemajuan desa pajeng karakter dan kualitas perangkat 
bisa diandalkan untuk memperjuangkan desa pajeng menjadi desa yang 
maju. Harapan saya yang paling utama adalah terkait pelayanan, sesibuk 
apapun harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik 
 
82 Prihadi jatmiko (Ketua BPD Pajeng), Wawancara, Bojonegoro, 5 April 2021 
83 Dedy Kristiawan (Kepala Desa Pajeng), Wawancara, Bojonegoro, 5 April 2021 
 
































jangan sampai mengecewakan dan menyakiti hati masyarakat, informasi 
sekecil apapun yang sekiranya perlu disampaikan harus disampaikan 
agar semua yang menjadi rencana atau Pemerintah Desa Pajeng 
mendapat dukungan penuh dari masyarakat.”84 
Sesuai dengan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi 
ini yakni yuridis empiris, peneliti ingin mengetahui dampak apa saja yang 
terjadi pada masyarakat tentang permasalahan kekosongan jabatan. Peneliti 
melakukan beberapa wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada 
pada Desa Pajeng, yakni sebagai berikut : 
1. Bapak Suparman, Ketua RT 01 Dusun Pajeng :  
Peran saya sebagai ketua RT tidak bisa bicara banyak mengenai 
permasalahan ini mbak, jujur saya juga ingin mengeluarkan pendapat 
saya ke ketua RW kami. Mengenai pengisian jabatan kosong harus lebih 
diperhatikan lagi supaya administrasi Desa gak kacau. Coba mbak 
tanyakan lebih jelasnya lagi ke Pak Bashori Ketua RW sini.85 
2. Bapak Suwoto, Tokoh agama Dusun Dodol : 
Alhamdulillah kalo mbaknya mengkaji lebih dalam tentang penerapan 
pemerintahan dalam islam disini, ternyata masi ada yang peduli. Kalo 
membahas masalah wewenang pemimpin toh gaada yang salah dalam 
hukum islam maupun hukum negara, jadi apapun keputusan Kepala 
Desa selagi itu baik sebagai warga ya harus ngikutin. insyaAllah pak 
lurah itu pemimpin yang baik mbak.86 
3. Yusuf Nur Rohmat, Mahasiswa RT 28 Dusun Bulujiwo : 
Waduh maaf ya mbak kalo mungkin pendapat saya kurang pas, saya 
kuliah jurusan ekonomi soalnya. Tapi sebagai mahasiswa memang 
harusnya seperti ini, lebih kritis lagi untuk memajukan kepentingan 
masyarakat. Jadi saya setuju mengenai pemikiran mbak untuk segera 
dilakukan penjaringan. Kayaknya saya juga bakalan ikut daftar tesnya 
mbak.87 
4. Prasetiyo, Ketua Karang Taruna Desa Pajeng : 
Saya orangnya bisa dibilang dekat sama pak lurah mbak. Beberapa kali 
saya dan teman-teman kartar desa juga sudah membahas mengenai ini. 
Beliau bilang kalo sampai sekarang urusan administrasi desa masih 
berjalan lancar jadi ini bukan hal yang mendesak. Kayaknya dalam 
 
84 Dedy Kristiawan (Kepala Desa Pajeng), Wawancara, Bojonegoro, 5 April 2021. 
85 Bapak Suparman (Ketua RT 01 Dusun Pajeng),Wawancara, Bojonegoro, 27 April 2021. 
86 Bapak Suwoto (Tokoh Agama Dusun Dodol),Wawancara, Bojonegoro, 27 April 2021. 
87 Yusuf Nur Rohmat (Mahasiswa Dusun Bulujiwo),Wawancara, Bojonegoro, 27 April 2021. 
 
































waktu dekat ada rapat lagi deh mengenai pengisian jabatan ini. Gatau 
ikut regulasi lama atau baru yang jelas beliau bilang tetep ada 
penjaringan. Sejujurnya kartar sering ditanyai sama warga mengenai ini, 
kayaknya beberapa warga ada yang ngeluh soal pelayanan mbak. Saya 
pribadi sih ikut kata pak lurah aja.88 
5. Eko Wahyudi, Ketua Kelompok Tani Dusun Bulujiwo : 
Gaada masalah mbak, semua bantuan juga turun gaada yang telat. Malah 
saya baru tau itu, saya kira Pak Didik sudah jadi Sekdes resmi. Kalo 
aturannya gitu yam au gimana mbak harus cepet-cepet diisi jabatan yang 
lainnya biar ga carut marut nanti administrasinya.”89 
Dalam melakukan penelitian ini Penulis juga melakukan wawancara 
dengan 5 (lima) orang warga Desa Pajeng sebagai bahan pertimbangan 
penulisan Skripsi terkait kekosongan jabatan yang ada pada Pemerintah Desa 
Pajeng. Warga yang dimaksud tersebut Penulis ambil secara acak. Berikut hasil 
wawancara dengan beberapa warga Desa Pajeng tersebut : 
1. Suwanto, Dusun Bulu Jiwo RT.29 RW.07 : 
Iya mbak, saya sudah tahu itu, saya rasa kalo kosong ya harus segera 
diisi sih. Dua bulan lalu kayaknya, saya ngurus KK di Kantor Desa ya 
pelayanannya seperti biasa gaada yang beda. Tapi menurut saya ya kalo 
ada pergantian perangkat gitu segera diumumkan aja supaya temen atau 
keluarga yang mau daftar ngerti dan nggak ketinggalan informasi.” 90 
2. Aris Setiawan, Dusun Bulu Jiwo RT.25 RW.06 : 
Saya nggak seberapa ngikutin pemerintah desa sini, soalnya kerja luar 
kota, kebetulan rumah orangtua saya disini. Lha kalo masyarakat sini 
gaada yang permasalahin ya gakpapa toh. Kalo aturannya begitu ya 
sudah seharusnya dilaksanakan saja.” 91 
3. Mulyanto, Dusun Dodol RT.20 RW.04 : 
Saya tahu mbak soalnya saya sering ke Kantor Desa kok. Disana kalo 
mau ketemu Sekdes pagi harus janjian dulu sih katanya, soalnya kan 
rangkap jabatan jadi sering ga di kantor mbak sekdesnya. Untuk yang 
lain sih gaada masalah kok. Iya periode kemarin saya juga mendaftar 
 
88 Prasetiyo (Ketua Karang Taruna Desa Pajeng),Wawancara, Bojonegoro, 27 April 2021. 
89 Eko Wahyudi (Ketua Kelompok Tani Dusun Bulujiwo),Wawancara, Bojonegoro, 27 April 2021 
90 Suwanto (warga), Wawancara, Bojonegoro, 18 April 2021. 
91 Aris Setiawan (warga), Wawancara, Bojonegoro, 18 April 2021. 
 
































Perangkat Desa tapi belum rejeki. Yaudah nunggu arahan dari Pemkab 
aja gimana nanti pemilihannya kalo gitu.92 
4. Syafi’i, Dusun Pajeng RT.02 RW.01 :  
Iya udah lama kosong kan meninggalnya 2018 itu. Saya rasa sih harus 
cepet-cepet diisi lagi, posisi Sekretaris Desa itu vital mbak, lha kalo 
kosong dan ditunjuk Plt terus nanti banyak tugasnya mereka yang kacau 
dong. Kebetulan anak saya mau nikah mbak, ngurus ngurus persyaratan 
di Kantor Desa katanya sih sekarang lama gak kayak dulu.”93 
5. Lia Fitria, Dusun Pajeng RT.08 RW.02 : 
Saya gatau, tapi kalau peraturannya gitu ya cepet dilakukan pengisian 
jabatan dong. Saya rasa mereka yang lebih paham pemerintahan itu 
ngerti lah konsekuensinya gimana, kalo alasan covid kan sekarang udah 
ada meeting zoom dan lain sebagainya, gaada alasan sih.”94 
Dari data diatas menunjukkan bahwasannya warga Desa Pajeng 
mendesak agar segera dilakukan pengisian terhadap jabatan yang kosong. 
Sebagian dari mereka mengeluh karena pelayanan Kantor Desa yang kurang 
maksimal. Kekosongan jabatan pada Sekretaris Desa Pajeng menjadi sorotan 
banyak warga, hal ini dikarenakan warga takut akan adanya politik kotor atau 
bahkan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam permasalahan ini. Seperti 
yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk, Novi 
Rahman Hidayat yang ditetapkan tersangka Tindak Pidana Jual Beli Jabatan 
setelah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK. 
Dalam hal kekosongan jabatan ini banyak pula warga yang tidak 
mengetahui tentang Peraturan Daerah ataupun Perundang-Undangan yang 
berlaku, sehingga desakan kepada Kepala Desa pun tidak banyak dilakukan agar 
tanggap dalam menanggulangi kekosongan jabatan yang terjadi hingga saat ini. 
Penyuluhan hukum tentang pemerintahan desa seharusnya lebih disosialisakan 
lagi oleh Pemerintah Desa kepada para warga Desa Pajeng, agar warga lebih 
mengetahui tentang hak konstitusional mereka.  
 
92 Mulyanto (warga), Wawancara, Bojonegoro, 18 April 2021. 
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94 Lia Fitria (warga), Wawancara, Bojonegoro, 18 April 2021. 
 
































Pemerintah Kecamatan Gondang juga perlu memberikan atensi lebih 
terhadap hal ini, mengingat dalam Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 
Tahun 2019 pasal 29 dijelaskan bahwa Camat juga mempunyai peran penting 
dalam pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Pajeng. Dalam hal Camat 
hingga sekarang pun belum melakukan upaya yang tegas terkait kekosongan 
jabatan ini, Penulis tidak bisa melakukan penelitian Skripsi lebih jauh lagi dan 
tetap berada pada batasan-batasan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. 
 
D. Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Pajeng Kecamatan Gondang 
Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, semua jabatan harus 
terstruktur guna memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggaran 
pemerintahan. Dengan struktur pemerintahan yang baik maka akan tercipta 
pelayan publik yang efektif dan efisien.95 Dalam kondisi baik sosial, politik dan 
hukum para penyelenggara atau aparatur desa sering terganjal permasalahan, 
sehingga mengakibatkan kekosongan jabatan pemerintahan desa. 
Oleh karena itu, perlu diadakan perekrutan sekretaris desa dan kepala 
dusun yang baru guna menciptakan kinerja pemerintahan desa yang baik. Suatu 
pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih, 
pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh 
pemerintah yang baik dan pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada 
prinsip transparansi dan penegakan hukum. 
Seiring dengan berjalannya waktu, penelitian ini berhasil menggugah 
semangat para Perangkat Desa untuk segera membenahi kepengurusan yang 
sebelumnya tidak tertata sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran Perangkat 
Desa menggelar rapat dan menyepakati Bersama beberapa keputusan yang 
terbaik untuk menanggapi permasalahan kekosongan jabatan ini. Berikut 
 
95 Indriana F, Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan, (LOKA AKSARA: Tangerang, 2017), 
22. 
 
































adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa Pajeng, beliau 
menyampaikan : 
Setelah kami menggelar rapat Perangkat Desa kemarin, kami 
menyepakati beberapa poin hasil musyawarah yang akan kami lakukan 
dalam waktu dekat ini. Yakni proses pengisian jabatan Perangkat Desa 
nanti akan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, jadi untuk tahapan yang 
pertama, kami akan melakukan sistem mutasi antar perangkat desa. 
Dimana Bapak Suyud yang semulanya menjabat sebagai Kaur Keuangan 
akan kami mutasi menjadi Kepala Dusun Bulu Jiwo karena kebetulan 
Bapak Suyud sendiri berdomisili di dusun tersebut, beliau juga 
mengajukan diri untuk dimutasi di posisi Kasun Bulu Jiwo dikarenakan 
faktor usia yang menjadikan beliau merasa keberatan untuk 
menjalankan tupoksi sebagai kaur keuangan lagi. Untuk selanjutnya 
kami akan melakukan mutasi kepada bapak Didik Riyanto yang awalnya 
menjabat sebagai Kasun Dodol dan PLT Sekretaris Desa akan kami 
mutasi menjadi Kaur Keuangan. setelah bapak Didik Riyanto kami 
mutasi menjadi Kaur Keuangan kami akan melakukan mutasi kembali 
kepada beliau, jadi yang semulanya sudah menjabat sebagai Kaur 
Keuangan akan kami mutasi ke posisi Sekretaris Desa. Hal ini kami 
lakukan agar tidak menyalahi aturan yang ada, Kepala Dusun tidak bisa 
serta merta diangkat menjadi Sekretaris Desa langsung, setidaknya 
harus jadi Kaur dulu. Untuk tahapan yang kedua kami akan melakukan 
Penjaringan, setelah melakukan mutasi antar jabatan seperti yang saya 
sampaikan tadi, maka kekosongan jabatan perangkat desa bukan lagi 
Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Bulu Jiwo melainkan Kaur Keungan 
dan Kepala Dusun Dodol, nah setelah itu kami selaku pemerintah desa 
akan membuka lowongan untuk pengisian jabatan Perangka Desa yang 
kososng tadi mbak. InsyaAllah proses mutase akan kami mulai pada 
bulan Agustus dan penjaringan Perangkat Desa kosong yang lainnya 
pada bulan September depan.96 
Menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat 
Desa, Pasal 29 Ayat (4) menyebutkan : 
1. Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat dilakukan dengan cara : 
a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; 
dan/atau 
b. Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa 
 
96 Dedy Kristiawan (Kepala Desa Pajeng), Wawancara, Bojonegoro, 9 Juli 2021. 
 
































Kemudian disebutkan pula padal Pasal 29 A ayat (2) terkait ketentuan 
mutasi jabatan antar Perangkat Desa yaitu sebagai berikut : 
2. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 
Ayat (4) huruf a dengan ketentuan : 
a. Kekosongan jabatan Sekretaris Desa dapat diisi oleh Kepala Seksi atau 
Kepala Urusan; 
b. Kekosongan jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan dapat diisi oleh 
Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan yang lain dan/atau Kepala Dusun; 
c. Kekosongan jabatan Kepala Dusun dapat diisi oleh Kepala Seksi atau 
Kepala Urusan yang berdomisili dengan wilayah dusun dimaksud. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fendi Nurhidayat selaku  
Kasi Pemerintahan, beliau menyampaikan : 
iyaa memang benar mbak akan diadakan mutasi jabatan antar perangkat 
desa pajeng, kemarin berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh 
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat desa Pajeng yang 
diwakili oleh seluruh Ketua RT dan Ketua RW mencapai kesepakatan 
bahwa akan dilaksanakan mutasi jabatan dan penjaringan. Untuk mutasi 
sendiri berdasarkan hasil rapat akan diadakan pada bulan agustus dan 
untuk penjaringan sendiri menunggu sistem mutasi itu selesai sampai 
pada pelantikannya. Setelah itu baru dibuka lowongan melalui sistem 
penjaringan, Tapi kalo terkait jadwal pastinya itu belum tau mbak. ”97 
Tambahan dari Bapak Deddy Kristiawan selaku Kepala Desa, beliau 
ingin mengajak seluruh warga desa untuk berpartisipasi dalam penjaringan ini, 
beliau juga menyampaikan terkait syarat-syarat yang harus dilengkapi nantinya 
bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi : 
Saya mengajak seluruh warga desa Pajeng untuk mengikuti seleksi 
penjaringan perangkat desa ini, semoga siapapun yang terpilih nantinya 
dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa 
dengan baik dan benar. Nantinya setelah sistem mutasi sudah terlaksana 
sampai dengan pelantikan, kami baru akan membahas terkait 
penjaringan Perangkat Desa. Terkait mekanisme melalui penjaringan itu 
sendiri yang jelas pertama kami akan membentuk Tim penjaringan, lalu 
penjaringan dan penyaringan atau seleksi, konsultasi kepada camat, 
kemudian kita minta rekomendasi dari camat juga dan yang terakhir 
 
97 Fendy Nurhidayat (Kasi Pemerintahan Desa Pajeng), Wawancara, Bojonegoro, 9 Juli 2021. 
 
































kami akan melakukan pelantikan. ya kalo syaratnya bisa ikut seleksi 
yang jelas sudah berusia 20 tahun ya mbak, untuk ijazahnya minimal 
SMA atau sederajat, dan karena sekarang sedang pandemi mungkin 
nanti juga akan diminta untuk melampirkan hasil rapid Tes Negatif 
covid 19. ”98 
Berdasarkan Pasal 2 Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 
Perangkat Desa menyebutkan : 
1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia 
yang telah memenuhi pesryaratan. 
2. Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut : 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, 
serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika’ 
c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang 
sederajat; 
d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat pulu dua) tahun; 
e. Berkelakuan baik; 
f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan 
ataupun hukuman percobaan; 
g. Tidak sedang berstatus tersangka ataupun terdakwa karena tindak pidana 
kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; 
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 




98 Dedy Kristiawan (Kepala Desa Pajeng), Wawancara, Bojonegoro, 9 Juli 2021. 
 


































TINJAUAN FIQH SIYASAH PADA KEKOSONGAN JABATAN 
PERANGKAT DESA MENURUT PERDA BOJONEGORO NOMOR 4 
TAHUN 2019 
A. Analisis kekosongan Jabatan Perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 tahun 
2019 
Perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa 
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang dilaksanakan oleh 
Sekretaris Desa, serta menjadi unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis dan 
Pelaksana Kewilayahan. Untuk membantu Kepala Desa dalam 
menyelenggarakan admistrasi pemerintahan desa atau pelayanan publik, 
sebagai Perangkat Desa dibutuhkan dari seorang yang mempunyai batas 
kecakapan atau  kemampuan fisik dan psikis yang cukup mampu, mengingat 
bagaimana tugas sebagai perangkat desa yang diharuskan dapat menjamin 
kualitas pelayanan masyarakat serta mempersiapkan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat sebagai tujuan yang mulia. 
Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang 
Desa dalam Pasal 48,  maka jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
semua jabatan Perangkat Desa haruslah terstruktur dengan baik guna untuk 
memenuhi tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat. Dengan adanya 
struktur pemerintahan yang baik maka akan tercipta pelayanan masyarakat 
yang efektif dan efisien. Namun pada kenyataanya dilapangan baik dalam 
kondisi sosial, politik, dan hukum pemerintah desa atau aparatur desa ada 
yang terbentur suatu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya 
kekosongan jabatan perangkat desa dan dianggap bukan suatu permasalahan 
yang serius harus ditangani atau bukan lagi suatu yang urgensi karena 
 
































dianggap tidak adanya permasalahan yang timbul dalam pelayanan 
masyarakat akibat terjadinya kekosongan jabatan perangkat desa tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Perangkat Desa, mengenai berhentinya perangkat desa yang mana 
diatur dalam pasal 26 yang menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang dapat 
menyebabkan Perangkat Desa berhenti pada masa jabatanya, yakni karena 
meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Prosedur 
pemberhentian Perangkat Desa tersebut yaitu dengan melalui  proses 
konsultasi kepada Camat yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. 
Adapaun sebab lain yang mengakibatkan pemberhentian Perangkat Desa 
dikarenakan usia yang telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, 
tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa serta melanggar larangan 
sebagai Perangakat Desa. 
Dari wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Kepala Desa 
Pajeng yaitu Bapak Dedy Kristiawan dapat diambil informasi bahwasanya 
kekosongan jabatan Perangkat Desa di Desa Pajeng yaitu jabatan Sekretaris 
Desa dan Kepala Dusun Bulu-Jiwo. Alasan terkait kekosongan jabatan 
Sekretaris Desa terjadi karena Sekretaris Desa sebelumnya yaitu bapak 
Karnadi meninggal dunia. Sedangkan kekosongan jabatan Kepala Dusun 
Bulu-Jiwo terjadi kerena bapak Nyoto telah purna tugas atau pensiun. 
Mengenai kekosongan jabatan Perangkat Desa dijelaskan pada Pasal 
29 Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, 
bahwasanya pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Perangkat Desa berhenti. Namun 
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Pajeng bapak Dedy 
Kristiawan terkait beberapa jabatan Perangkat Desa tersebut sampai dengan 
saat ini masih mengalami kekosongan. Dimana secara Administratif untuk 
 
































jabatan Sekretaris Desa sejak meninggalnya bapak Karnadi pada tahun 2018 
hingga saat ini hanya digantikan oleh Pelaksana Tugas yang juga merangkap 
jabatan sebagai Kepala Dusun Dodol yaitu bapak Didik Riyanto, sedangkan 
untuk jabatan Kepala Dusun Bulu-Jiwo sejak purna tugas atau pensiunnya 
bapak Nyoto pada tahun 2017 hingga saat ini dibiarkan kosong begitu saja 
tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pelaksana tugas 
Sekretaris Desa bapak Didik Riyanto dapat diketahui bahwa ada beberapa 
masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Desa seperti halnya pengurusan administrasi surat-surat seperti akta 
kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk menjadi lama prosesnya. 
Hal ini dikarenakan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa sendiri merangkap 
jabatan sebagai Kepala Dusun Dodol. Tupoksi Sekretaris Desa dan Kepala 
Dusun yang bertolak belakang mengakibatkan sering terlambatnya pelayanan 
yang diberikan untuk masyarakat dalam pengurusan administrasi surat 
menyurat.  
Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Kasi 
Pemerintahan bapak Fendi Nurhidayat beliau menjelaskan bahwa penunjukan 
hanya dilakukan secara lisan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala 
Dusun Bulu-Jiwo tanpa adanya surat tugas dari kepala desa dengan alasan 
karena adanya beberapa perangkat desa yang berdomisili di Dusun tersebut. 
kepala desa beranggapan bahwa dengan adanya beberapa Perangkat Desa yang 
berdomisili di Dusun tersebut akan memudahkan dalam pelayanan masyarakat 
dan mampu mengatasi bersama apabila terjadi permasalahan di masyarakat 
walaupun jabatan Kepala Dusun mengalami kekosongan. Kasi pemerintahan 
tidak merasa keberatan karena semata-mata menjalankan amanah yang 
diberikan oleh Kepala Desa dan beliau merasa cukup mampu untuk 
menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun Bulu-Jiwo meskipun merangkap 
jabatan karena dibantu oleh beberapa Perangkat Desa lain yang berdomisi di 
Dusun tersebut.  
 
































Untuk memastikan dampak permasalahan yang ada, Penulis 
melakukan wawancara dengan beberapa warga secara acak dan beberapa 
tokoh masyarakat di Desa Pajeng. Dimana sebagian besar dari mereka 
mendesak agar segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong, meskipun 
pada dasarnya mereka tidak mempermasalahkan terkait pelayanan Pemerintah 
Desa setempat. Hal ini menunjukkan bahwa warga sadar akan pentingnya 
melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Berdasarkan hasil wawancara Rencana yang dilakukan penulis dengan 
Kepala Desa dan Beberapa Perangkat Desa terkait pengisian kekosongan 
jabatan Perangkat Desa di Desa pajeng sudah sesuai dengan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa. Diketahui bahwa untuk 
menjadi seorang perangkat desa memang membutuhkan beberapa tahapan dan 
harus memenuhi persyaratan. Kemudian menurut Kepala Desa Pajeng 
mekanisme terakit rencana mutasi antar Jabatan Perangkat Desa dan 
perekrutan Perangkat Desa telah diketahui secara jelas tetapi untuk waktu 
perekrutan kembali pada kewenangan Kepala Desa dan harus berkonsultasi 
dengan camat terlebih dahulu. 
Berdasarkan teori yang ada dan temuan praktik di lapangan berupa 
wawancara dengan beberapa Perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro, menunjukan bahwasanya realita yang ada di 
Desa Pajeng terkait kekosongan Jabatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan 
Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 khususnya pada pasal 29 ayat 3. Hal 
tersebut dikarenakan hingga saat ini kekosongan jabatan Sekretaris Desa 
hanya digantikan oleh Pelaksana tugas bahkan Kepala Dusun Bulu Jiwo 
dibiarkan kosong tanpa adanya penunjukan Pelaksana tugas secara 
administratif. Meskipun pada akhirnya Kepala Desa berencana akan 
melakukan pengisian Perangkat Desa dengan menerapkan dua sistem, yaitu 
mutasi dan penjaringan, adanya permasalahan kekosongan jabatan Perangkat 
Desa yang dibiarkan begitu lama tersebut mengakibatkan pemerintahan desa 
 
































berjalan tidak maksimal dan mengakibatkan pelayanan masyarakat menjadi 
tidak efektif dan efisien seperti halnya dalam pengurusan surat-menyurat dan 
administrasi kependudukan yang lainnya. 
Sedangkan  menurut kacamata hukum dari Penulis kekosongan jabatan 
Perangkat Desa yang terjadi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten 
Bojonegoro tidak sepenuhnya salah, mengingat beberapa alasan dari Kepala 
Desa Pajeng dan Perangkat Desa Pajeng yang lainnya dirasa  cukup berdasar 
dan telah dipikirkan secara matang sebelumnya, yakni dengan penjelasan 
sebagai berikut : 
1. Kondisi global yang kacau akibat pandemi covid-19. Sehingga dalam 
beberapa pelaksanaan rapat terkait ditunjuknya Perangkat Desa baru yang 
harus dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa Pajeng tidak terlaksana. Adapun 
pemanfaatan teknologi yang mutakhir untuk dapat melaksanakan rapat 
tersebut, beberapa Perangkat Desa Pajeng tidak sanggup karena alasan Usia 
yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti teknologi dan 
keterbatasan akses informasi mengingat mereka berada pada Desa yang 
kecil. 
2. Pelaksana tugas dirasa cukup mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi meskipun merangkap jabatan, sehingga Kepala Desa tidak 
memerlukan lagi Perangkat Desa yang baru. Karena pada prinsipnya 
Perangkat Desa ada karena kebutuhan Kepala Desa dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya. 
3. Tidak adanya permasalahan serius yang timbul karena kekosongan jabatan 
tersebut dalam artian perangkat desa mampu menjalankan tugas pokok dan 
fungsi masing-masing dengan baik meskipun adanya kepincangan secara 
administrasi dalam jabatan Perangkat Desa. Beberapa alasan tersebut 
menjadi dasar Kepala Desa beranggapan bahwa kekosongan jabatan 
Perangkat Desa bukanlah lagi permasalahan yang urgensi untuk segera 
diselesaikan dan itu menjadi kewenangan Kepala Desa secara penuh dalam 
urusan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.  
 
































4. Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa pada periode Bupati 
sebelumnya yang dilakukan secara serentak se-Kabupaten mengakibatkan 
Kepala Desa bingung dan menunggu informasi lebih lanjut dari Pemerintah 
Kabupaten karena pada periode Bupati yang sekarang belum dilaksanakan 
hal seperti itu lagi. 
5. Kurangnya pengawasan oleh Kepala Kecamatan Gondang, mengingat 
perannya yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 
Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa sehingga kekosongan jabatan tersebut 
terjadi dalam kurun waktu yang lama. 
Namun demi mewujudkan pemerintahan yang baik, Kepala Desa 
Pajeng perlu melakukan perekrutan beberapa jabatan Perangkat Desa yang 
mengalami kekosongan guna untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang 
lebih baik lagi serta pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Suatu 
pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih dan 
berlandaskan pada prinsip transparansi serta penegakan hukum. Dengan 
dikeluarkanya Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 
Perangkat Desa dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam 
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Perda tersebut mengatur 
secara teknis mekanisme terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat 
desa serta hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh 
Pemerintah Desa apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa di 
wilayah Bojonegoro. 
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Kekosongan Jabatan Perangkat Desa di Desa 
Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro menurut Perda Bojonegoro 
Nomor 4 tahun 2019 
Fiqh siyasah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh ulama dalam 
menggali dan menemukan hukum syara’ berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah 
agar secara sungguh-sungguh agar dapat diterapkan atau diimplementasikan 
dalam kehidupan sehari-hari atau yang biasa disebut dengan ijtihad. Atau 
merupakan salah satu aspek hukum islam yang berisikan tentang pengaturan 
 
































dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 
kemaslahatan bagi manusia yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah.99 
Secara garis besar Fiqh Siyasah dibagi menjadi tiga bagian ruang 
lingkup, yakni sebagai berikut100: 
1. Siyasah dusturiyyah  (politik perundang-undangan) Dalam bidang ini 
meliputi kajian tentang penetapan hukum (tasri’iyyah) oleh lembaga 
legislatif, peradilan (qadha’iyyah) oleh lembaga yudikatif, serta administrasi 
pemerintahan (idariyyah) oleh eksekutif. 
2. Siyasah Dauliyyah (politik luar negeri) Dalam bidang ini mencakup tentang 
hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara 
non-muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) atau 
biasa disebut dengan hubungan perdata internasional  dan hubungan 
diplomatik antara negara muslim dengan negara Non-muslim. 
3. Siyasah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter) Dalam bidang ini 
membahas terkait sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran 
dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, 
pajak, serta perbankan. 
 Jika ditinjau dari perspektif fiqh Siyasah Dusturiyah kekosongan 
jabatan perangkat desa merupakan bagian dalam objek kajiannya. Yang mana 
objek kajian Siyasah Dusturiyah meliputi 3 (tiga) hal, yakni Siyasah 
Tasri’iyah (membahas tentang perwakilan rakyat atau hubungan umat muslim 
dengan non muslim), Siyasah Tanfidiyah (membahas tentang persoalan 
imamah, imarah, khlifah, baiat, dan wizarah), dan Siyasah Idariyah 
(membahas tentang permasalahan administratif dan kepegawaian). Maka 
dapat dikatakan bahwa kekosongan jabatan perangkat desa lebih cocok 
dengan Siyasah Tanfidiyah yaitu membahas persolan terkait imarah. 
 
99 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: KENCANA, 
2016), 2. 
100 Ibid, hal 13. 
 
































Didalam Hukum Tata Negara Islam atau fiqh siyasah didalamnya 
membahas tentang pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai 
peraturan hingga kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, serta 
pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dalam melakukan analisis pada 
penelitian ini penulis menggunakan landasan konsep Fiqh Siyasah khususnya 
kajian mengenai imarah atau amir. 
Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan khalifah, 
imam atau amir. Semua itu memiliki pengertian yang sama yaitu kepala 
negara. Istilah imarah sama dengan khalifah atau imamah. Namun amir juga 
diartikan sebagai pemimpin wilayah, daerah, atau negara bagian yang 
berdaulat. Secara harfiah imarah diartikan sebagai lembaga yang memiliki 
kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Untuk itu pemerintah 
Desa pajeng yaitu Kepala Desa dan perangkatnya bisa dianalogikan dengan 
konsep imarah sebab disitu segala kegiatan terkait pengurusan urusan umat 
atau masyarakat dipimpin oleh Pemerintah Desa itu sendiri. Mereka 
merupakan pemimpin sekaligus perwakilan masyarakat Desa dalam 
Pengambilan segala kebijakan yang sesuai dengan kaidah atau aturan yang 
berlaku. 
Keberadaan amir begitu penting dalam penegakan syariah dan 
penjagaan terhadap aqidah umat Islam. Tanpa adanya amir maka akan ada 
banyak kesesatan-kesesatan di tengah masyarakat. Apabila jabatan amir 
kosong, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri ataupun 
diberhentikan maka khalifah harus segera untuk menunjuk pengganti. 
Dengan demikian kekosongan jabatan Perangkat Desa Pajeng 
Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro jika dikaji dengan fiqh siyasah 
khususnya dalam konsep Imarah, jabatan perangkat desa yang kosong 
dikarenakan sekretaris desa yang telah meninggal dunia seharusnya segera 
diisi sesuai dengan prosedur administrasi tanpa membutuhkan waktu yang 
lama meskipun tugas dan fungsinya bisa digantikan oleh pelaksana tugas. 
 
































Sedangkan kepala dusun yang telah purna tugas seharusnya digantikan oleh 
pelaksana tugas secara sah sesuai dengan administrasi sehingga tidak 
menimbulkan ketimpangan atau kebingungan perangkat desa lain dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. 
 Kepala Desa Sebagai seorang amir atau pemimpin mempunyai 
kewajiban bertanggung jawab atas kepemimpinannya, terutama dalam 
menyikapi permasalahan terkait kekosongan jabatan Perangkat Desa haruslah 
membuat kebijakan yang berlandaskan kepada kemaslahatan masayarakat. 
seperti halnya yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Yang artinya :  
“ Ingatlah, setiap orang dari kalian adalah pemelihara dan setiap orang 
dari kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Pemimpin yang 
memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggungjawab atas 
rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemelihara anggota keluarganya dan dia 
adalah pemelihara rumah suaminya dan anak suaminya dan ia bertanggung 
jawab atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemelihara harta tuannya 
dan ia bertanggung jawab atasnya. Ingatlah, setiap orang dari kalian adalah 
pemelihara dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya” 
Sebagai pemimpin sikap tanggung jawab harus diterapkan terhadap 
amanah yang di embannya, pertanggungjawaban tersebut sangatlah luas, baik 
bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, maupun 
terhadap Allah SWT. pemimpin sebagai wakil rakyat yang berkewajiban 
menjamin hak-hak rakyat, menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, 
melindungi rakyat, dan seterusnya. Dalam melaksanakan kebijakannya 
seorang pemimpin harus mempertimbangkan aspek maslahah. selain itu 
kebijakannya juga harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku dan tidak 
bertentangan dengan peraturan tersebut. Pemimpin atau pemerintah di dalam 
mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan 
umatnya. 
 
































Dengan demikian sebagai Kepala Desa pajeng dalam menanggapi 
permasalahan terkait kekosongan jabatan Perang Desa yaitu Sekretaris Desa 
dan Kepala Dusun haruslah membuat kebijakan dengan cerdas dan 
























































Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab 
sebelumnya, maka peneliti dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang 
Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan Peraturan Daerah Bojonegoro 
Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan kekosongan beberapa 
jabatan perangkat desa yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya perekrutan 
perangkat desa baru sampai sekarang yaitu jabatan sekretaris desa dan kepala 
dusun. Dengan jabatan sekdes yang hanya digantikan oleh pelaksana tugas 
dan jabatan kasun yang dibiarkan kosong begitu saja tanpa adanya 
penunjukan pelaksana tugas menjadikan pemerintahan desa berjalan tidak 
maksimal dan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang 
terpenuhi seperti halnya dalam urusan surat-surat yaitu akta kelahiran, kartu 
keluarga, dan kartu tanda penduduk yang dirasa masyarakat terlalu lama 
proses pelayananya. 
2. Dalam pandangan fiqh siyasah terhadap kekosongan jabatan Perangkat Desa 
Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, sama halnya dengan 
kekosongan amir. Tanpa adanya amir, khalifah akan merasa kesulitan dalam 
menjalankan tugasnya secara maksimal khususnya dalam urusan 
administrasi di daerah. Jika kedudukan amir kosong baik karena meninggal 
dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan alangkah lebih baiknya jika 
khalifah segera mengangkat amir baru guna untuk kelancaran dalam 








































1. Pemerintahan Desa Pajeng diharapkan untuk menerapkan aturan-aturan 
yang telah dibuat khususnya Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 
2019 guna untuk terciptanya kemajuan desa. 
2. Kepala Desa Pajeng diharapkan lebih tegas dalam pengambilan kebijakan 
terkait kekosongan jabatan perangkat desa meskipun beranggapan 
bahwasanya masalah tersebut bukan hal yang darurat dengan berbagai alasan 
yang ada. Sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi Kepala Desa selanjutnya 
apabila terjadi permasalahan yang sama. 
3. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan lebih aktif dalam menyikapi 
setiap permasalahan yang terjadi di Desa Pajeng dan menjalankan peranya 
dengan ikut andil dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Desa dengan cara memberikan masukan/kritikan yang 
membangun. 
4. Masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam menyikapi setiap kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah desa sehingga dapat memberikan kritik dan saran 
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